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Akar Penalaran Ta’lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazali



Pasal 2

()]

Hak cipta merupakan hak eklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk men-
gumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 72

M

@

Barangsiapa yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 2 ayat (1) atau pasal 9 ayat 9 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara mas-
ing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1000.000,00,-
(satu juta rupiah), atau pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan / denda paling banyak Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ke-
pada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dan
sebagainya dimaksud dengan pasal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
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Pengantar Penerbit

Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Banda
Aceh menyampaikan apresiasi yang tidak terhingga
kepada Sdr. Jabbar Sabil, MA atas kepercayaannya
kepada LKAS untuk menerbitkan buku ini. Dari awal
kehadirannya pada pertengahan 2009, LKAS Aceh
mendedikasikan diri sebagai lembaga nirlaba yang
bertujuan mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan
umat melalui tradisi ilmiah, salah satunya melalui upaya
penerbitan karya-karya terbaik putra-putri Aceh.

Sebagaimana kita maklumi bersama di antara
jubelan akademisi muda kita terdapat sejumlah karya
menarik dan bernas yang tidak kalah menarik jika
disandingkan dengan karya-karya intelektual lainnya
di ibukota. Yang menjadi persoalan selama ini hanya
terbatasnya institusi yang bersedia memfasilitasi dan
mempromosi karya-karya mereka. Memang ada satu
dua lembaga yang bersedia menerbitkan karya-karya
ilmiah intelektual muda kita. Namun seperti pengakuan
sebagian akademisi, sikap dan tindakan yang ditunjukkan
oleh penerbit-penerbit itu cenderung eksploitatif; tidak
transparan jumlah eksamplar yang dicetak, tidak jelas
fee yang harus diterima penulis dan berbagai sikap
eksploitatif lainnya.

Berangkat dari kondisi yang demikian, LKAS men-
dedikasikan diri bagi ikhtiar aktualisasai para akademisi
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Aceh dalam rangka pencerahan dan pemajuan tamaddun ilmiah
di Bumi Aceh ini. Buku ini adalah salah satu dari tiga buku yang
telah diterbitkan LKAS di samping jurnal ilmiah dan buletin.

Sebagaimana diakui penulisnya, cikal bakal ide penulisan
buku ini bermula dari diskusi ringan perihal fenomena adanya
krisis pijakan transedental dalam sistem hukum positif dan
kurang akomodatifnya fikih terhadap fenomena kekinian. Yang
selalu dipertanyakan adalah absesnnya suatu metodologi usil
al-figh yang lebih membumi.

Ketika membaca buku ini kita segera merasakan adanya
kerisauan penulis terkait adanya image bahwa hukum positif
dengan berbagai pendekatan metodologinya dipandang lebih
mampu menjadi solusi sosial kemasyarakatan ketimbang
hukum Islam. Menurut penulis, hukum Islam terkesan tidak
mampu berperan maksimal, karena teori maslahah yang
dipandang mampu memberi jawaban tidak mendapat justifikasi
secara metodologis.

Intinya melalui buku ini, penulis mencoba mencari pijakan
dasar teori maslahah yang kemudian diharapkan menjadi
teori maqdsid al-syari‘ah, atau yang dikenal dengan figh al-
magqadsid. Out put dari semua itu diharapkan teori maslahah
dapat diterima sebagai suatu metodologi alternatif dari tradisi
keilmuan Islam.

Melihat fenomena fikih kontemporer, kita yakini apa yang
ditawarkan Sdr. Jabbar Sabil pantas untuk ditimbang. Termasuk
dalam rangka merasionalisasikan sejumlah hukum Islam yang
telah, sedang dan akan diterapkan di Aceh yang oleh sementara
pihak dinilai kontroversial.

Sebagaimana dimaklumi, al-maslahat al-mursalah
merupakan induksi dari logika sekumpulan nass, bukan
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nass yang parsial seperti yang berlaku dalam teori givds.
Sebagaimana diungkapkan sejumlah ulama, ada tiga syarat
untuk menjadikannya sebagai metodologi/dalil penetapan
hukum. Pertama, kemaslahatan itu sesuai dengan kehendak
syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung
nass secara umum. Kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional
dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang
ditetapkan melalui al-maslahat al-mursalah itu benar-benar
menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratan. Ketiga,
kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak,
bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ya, semoga buku ini bermanfaat bagi semua, bagi Aceh
tempat penulis dilahirkan dan dibesarkan dan bagi Indonesia
Sang Ibu Pertiwi kita. Meminjam istilah Djalaluddin Rahmat,
semoga buku ini menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk
mendahulukan akhlak di atas fikih.

Banda Aceh, September 2009
Direktur LKAS Aceh,

USAMAH EL-MADNY
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Takzim dan Syukur

Segalapujibagi Allah yangtelahmenetapkantatanan
hidup yang penuh dengan hikmah, juga menganugerahi
akal bagi manusia sehingga dapat memaknai al-hikmat
al-tasyri‘tyyah di balik semua ketetapan-Nya. Selawat dan
salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah
Saw., sosok yang selalu meneladankan kebijaksanaan
dalam segala lini kehidupan. Juga kepada keluarga,
sahabat beliau dan para ulama penerus perjuangan dan
tradisi ilmiah keislaman.

Syukur kami kepada Allah atas kesempatan untuk
ikut serta dalam usaha pelestarian tradisi ilmiah, serta
meramaikan ajang kajian keislaman di lingkungan PPs.
IAIN Ar-Raniry. Adalah suatu kebahagiaan dan kehorma-
tan bagi kami, karena memperoleh bimbingan dan binaan
dari guru yang memiliki integritas, dedikasi tinggi, dan
konsisten terhadap usaha pengembangan keilmuan.

Dari berbagai kesempatan dialog --terutama per-
kuliahan-- kami menemukan banyak hal yang menuntut
perhatian dan keseriusan untuk digarap. Khususnya
dalam cita-cita besar membangun kekuatan metodologis
agar mampu menjawab tuntutan atas kebutuhan hukum
di tengah umat secara bertanggung jawab tanpa harus
tercerabut dari akar keilmuan Islam. Hal ini segera
menjadi bahan diskusi hangat di kalangan teman yang
sama-sama berkonsentrasi di Figh Modern.

Cix
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Salah satu hal yang mengemuka dalam diskusi dengan
teman-teman di warung kopi, adalah adanya krisis pijakan
transendental dalam sistem hukum positif dan kurang akomo-
datifnya fikih terhadap fenomena kekinian. Diskusi ini tidak
membahas fikih sebagai materi hukum, tapi mempertanyakan
absennya suatu metodologi usil al-figh yang lebih “membumi”.
Watak deduktif dari teori usil al-figh selama ini mengesankan
ketidakberpijakan fikih kepada nilai-nilai yang hidup di tengah
realitas sosial. Sebagian teman memperhadapkannya dengan
pemikiran-pemikiran yang muncul dan berkembang dalam
teori hukum positif. Salah satunya Positivisme Hukum Kritis-
nya Stammler (K7ritisches Rechtspositivismus), namun ditolak
oleh teman lain karena Stammler sendiri dipandang gagal
dalam menunjukkan dasar transendental yang sebenarnya bagi
hukum.

Dari ilustrasi ini, secara umum penulis menangkap
adanya imej bahwa Hukum Positif dengan berbagai pendekatan
metodologisnya dipandang lebih mampu menjawab tantangan
dan tuntutan dari perkembangan sosial masyarakat. Sementara
Hukum Islam tidak memiliki sisi ini, karena teori maslahah
yang selama ini dipandang mampu memberi jawaban ternyata
tidak mendapat legitimasi secara metodologis. Akibatnya ia
kehilangan sifat transendentalnya, bahkan sebagian ulamajustru
menvonisnya sebagai mengikut hawa nafsu. Dari manakah akar
metodologis bagi teori maslahah sehingga kesimpulan yang
dihasilkan darinya tetap dapat diberi label “Hukum Islam”?

Dari diskusi-diskusi ini penulis terinspirasi untuk me-
neliti pijakan dasar teori maslahah yang kemudian menjadi
teori maqadsid al-Syari‘ah, atau yang sekarang dikenal sebagai
figh al-maqdsid. Penulis tertantang untuk menemukan akar
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teori maslahah/maqdsid sehingga jelas akar metodologis yang
menumbuhkannya. Dengan demikian, keberadaannya sebagai
suatu metodologi alternatif terbukti memiliki legitimasi dari
tradisi keilmuan Islam.

Dalam penelusuran awal, penulis menemukan petunjuk
ke arah ini dari pemikiran Imam al-Ghazali tentang al- illat al-
qdsirah. Dan ini menjadi lebih jelas dalam uraiannya tentang
masadlik al-‘illah. Lalu ketika dikaji lebih dalam ternyata teori
mundsabah/komformitas-nya al-Ghazali merupakan akar yang
kuat bagi beberapa teori alternatif yang patut diperhatikan di
masa sekarang ini. Dari penelusuran awal ini penulis merasa
bahwa penelitian harus dimulai dari metode fa 77l Imam al-
Ghazali yang dalam buku ini disebut metode penalaran fa 77
(mencakup al- illat al-qasivah dan masalik al-‘illah). Inilah awal
mulanya kenapa penulis memilih untuk meneliti pemikiran
al-Ghazali. Selain itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa teori-
teori maslahah mendapat sentuhan sistematisasi di zaman
al-Ghazali hidup. Dan al-Ghazali sendiri sangat jelas sikapnya
ketika mengemukakan istilah al-istidlal al-mursal, al-ma‘nd al-
mundsib al-maslahi, al-muld’im al-mursal dan al-istisldh.

Istilah-istilah yang dikemukakan al-Ghazali sangat
spesifik, menurut kami istilah ini harus dipahami dalam
konstelasi pemikiran al-Ghazali sendiri, sebelum diformulasi
dan diaktualkan kembali. Oleh karena itu, dalam pembahasan
buku ini penulis selalu menyertakan istilah aslinya. Bahkan
bagi istilah yang menggunakan kosa kata beragam tapi memiliki
maksud yang sama, penulis coba menggunakannya secara
berdampingan agar lebih familiar. Sepertinya tidak ada pilihan
lain, pembaca dituntut untuk familiar dengan kata yang dipilih
oleh al-Ghazali sebagai istilah sampai kita mendapat formulasi
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yang tepat dalam proses aktualisasinya. Karena dalam keempat
kitab us#il al-figh karya al-Ghazali ditemukan adanya pemilihan
kata yang berbeda sebagai istilah untuk mewakili maksud
yang lebih kurang sama. Penggunaan transliterasi Arab-Latin
mungkin akan sangat membantu pembaca dalam memahami
alur pemikiran al-Ghazali dari pada menerjemahkan semua
istilah itu ke dalam bahasa Indonesia.

Penulis yakin pemikiran al-Ghazali dapat diformulasi dan
diaktualkan kembali di masa sekarang ini, hanya saja dibutuhkan
kajian yang lebih dalam dan bertahap. Buku ini adalah langkah
pertama dari tiga tahapan penelitian yang penulis rencanakan,
semoga buku ini dapat menjadi tahapan awal bagi trilogi tulisan
yang kami citakan, Insya Allah.

Karya ini takkan terwujud tanpa kontribusi berbagai
pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan takzim dan
terima kasih. Kepada guru kami yang telah membangkitkan
inspirasi serta dorongan agar tetap konsisten di haluan ilmu
pengetahuan. Guru kami Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa’ Abubakar,
MA, perkuliahan dan bimbingan beliau telah membentuk pola
pikir kritis dan membangkitkan ispirasi bagi ide tulisan ini. Juga
tak terkira kehormatan dan terima kasih kami atas kesediaan
beliau meluangkan waktu untuk menulis pengantar bagi buku
ini. Beliau tidak hanya mengantar pembaca kepada tulisan, tapi
juga menunjukkan kepada pembaca di mana posisi tulisan ini
dalam konstelasi metodologi hukum Islam.

Gurukamibapak Prof. Drs. H. Yusny Saby, MA. Ph.D, yang
telah membekali doktrin kejujuran ilmiah. Di tengah berbagai
kesibukan beliau masih sempat mengkritisi dan mengomentari
beberapa sisi dari tulisan ini. Guru kamibapak Drs. Amirul Hadi,
MA. Ph.D, yang mengajarkan sikap objektif dan jeli melihat
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potensi yang ada dalam diri mahasiswanya. Adalah kehormatan
bagi kami atas kesediaan beliau memberi komentar untuk buku
ini. Guru kami bapak Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA, dengan
senyum khas memperkaya sudut pandang mahasiswanya
penuh kelembutan. Guru kami bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas,
MA, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis
sejak dari studi awal di S1. Di tengah sekian kesibukan, beliau
tetap meluangkan waktu untuk melayani kami berkonsultasi,
mendengar dan menawarkan solusi.

Tidak lupa ungkapan terima kasih kepada teman-teman
yang telah membantu agar tulisan ini bisa terbit dalam bentuk
buku. Muliadi Kurdi, Usamah El Madny, Firdaus dan teman-
teman yang lain di LKAS. Juga kepada Lukman Emha, Sehat
Ihsan Shadiqin, Husaini Nurdin (Awik) dan Khairul Umami
(Gepe) yang ikut serta “memperkaya” buku ini dengan diskusi-
diskusi hangat di “Yahcut Institute”.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan
takzim dan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis
yang telah mendahului penulis menuju kehidupan yang abadi.
Meskipun kami ditinggalkan dalam usia kanak-kanak, namun
didikan dan disiplin belajar yang diwariskan tetap terpelihara,
dan akhirnya mengantarkan kami mencapai cita. Terima kasih
juga untuk kanda Sulaiman, Bakhtiar, adinda Suriati, Icut, Tina
dan Azizah, semuanya memberi kontribusi yang besar dengan
tetap komit terhadap cita-cita dalam pendidikan. Sumber ener-
gi terbesar adalah keyakinan kita bahwa prestasi yang dicapai
tidak diukur dari materi yang diperoleh. Tidak lupa terima
kasih kepada pendamping hidup penulis dalam bahtera rumah
tangga, Andariah, S.Pd.I yang setia mendampingi dalam setiap
suka dan duka. Juga kepada anak kami Ahmad Zaki Mubarrak,
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meskipun kebersamaan kita hanya terhitung dua minggu,
namun selalu menjadi sumber energi dalam mempersiapkan
bekal bagi kehidupan ukhrawi.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini masih
banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat
membutuhkan kritik dan saran dari siapa saja yang berkenan
mengoreksinya. Seutuhnya penulis membuka diri bagi usaha
perbaikan tulisan ini, demi kelanjutan penelitian ini nantinya.
Semoga Allah memberi kesempatan bagi penulis untuk terus
berkarya, tentunya dengan kontribusi dari saran dan kritikan
pembaca yang menjadi bekal bagi pengembangan keilmuan.

Wassalam,
Banda Aceh, Februari 2009

Jabbar Sabil




Pengantar I

Al Yasa’ Abubakar, Prof. Dr.!

Dalam kajian Islam, syari‘ah dengan figh adalah
dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan.
Syari‘ah merupakan landasan dari figh dan figh adalah
penjelasan atas syari‘ah. Syari‘ah dipahami sebagai
firman Allah (al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. yang
memenuhi syarat) yang berkaitan dengan (mengatur)
perbuatan mukallaf. Sedang figh adalah hasil penalaran
atas firman Allah di atas dalam bentuk pemberian norma
yang lebih kongkret (hukum syar%). Misalnya “perintah”
Allah untuk menunaikan janji dalam al-Quran surat
al-Maidah ayat 1 adalah syari‘ah yang oleh para ulama
dipahami sebagai perintah yang benilai “wajib” dan inilah
yang dianggap figh. Contoh berikutnya, "perintah” Allah
untuk menuliskan utang dalam surat al-Baqarah ayat 282
sebagai syari‘ah dipahami sebagai perintah yang hanya
bernilai “sunat” sebagai figh-nya. Contoh berikutnya,
ketentuan Allah bahwa perempuan yang ditalak harus
ber-‘iddah dengan tiga “quru”
namun tafsir/pemahaman yang diberikan ulama bahwa
quru’ adalah “masa suci” atau “masa haid” sehingga

adalah ketentuan syari‘ah,

masa ‘‘ddah dipahami sebagai tiga kali suci atau tiga kali
haid adalah figh. Untuk memperjelas perbedaan ini para

i Penulis adalah guru besar llmu Figih pada IAIN Ar-Raniry, pernah
bertugas sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Prov. NAD dan sekarang men-
jabat sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

(x
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ulama sering menajamkannya dengan menyatakan bahwa:
syari‘ah bersifat tunggal, sedang figh boleh berbilang;
syari‘ah bersifat universal sedang figh terikat dengan
tempat;
syari‘ah bersifat abadi sedang figh terikat dengan waktu;
syari‘ah bersifat tetap sedang figh dapat berubah dan
berkembang;

Mungkin karena menyadari sifat-sifat dan keadaan di
ataslah maka al-Ghazali menyatakan bahwa sekitar sembilan
puluh persen hukum figh merupakan produk akal (itihdd,
istinbat dan istidlal), dan hanya sekitar sepuluh persen yang
tidak melibatkan akal. Maksudnya perintah Allah yang ada
dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah (yang memenuhi sya-
rat) untuk dapat dipahami dan diamalkan secara praktis harus
berinteraksi dengan akal dan pikiran manusia terlebih dahulu.
Hanya beberapa hal prinsip saja yang dapat langsung dipahami
atau disimpulkan tanpa melibatkan akal, seperti adanya kewa-
jiban shalat, adanya kewajiban zakat dan puasa atau adanya ke-
haraman mencuri dan berdusta, serta keharaman membunuh
orang.

Untuk keperluan memperoleh (mengeluarkan, menja-
barkan, menyusun, dan seterusnya) figh dari syari‘ah tersebut,
para ulama menyusun seperangkat kaedah yang diberi nama
Usiil al-Figh. Kaedah-kaedah inilah yang digunakan sebagai
metode untuk menafsirkan, untuk memahami, untuk mensis-
tematisasi dan seterusnya, sekaligus sebagai tolok ukur untuk
menentukan “kebenaran” atau “kelurusan” hasil yang dipero-
leh tersebut. Satu hal yang menarik, penyusunan dan peru-
musan kaedah-kaedah ini secara komprehensif dan sistematis
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baru terjadi setelah para imam (tokoh) mazhab dianggap sele-
sai menyusun dan memfatwakan mazhab mereka (pada abad
kedua dan ketiga hijriyyah). Perumusan itupun tidak muncul
secara sekaligus, tetapi berevolusi dan berkembang sedikit
demi sedikit dan baru dianggap relatif sempurna di tangan para
ulama abad kelima (generasi al-Ghazali namun ternyata, terus
berkembang sampai ke abad kedelapan hijriyyah generasi al-
Syatibi).

Karena kenyataan di atas, kaedah-kaedah wusil al-figh
sering lebih banyak digunakan untuk membela pendapat yang
sudah ada di dalam mazhab (atau paling kurang untuk mem-
berikan penjelasan metodologis atas kesimpulan yang sudah
diambil oleh imam dan tokoh mazhab lainnya) daripada untuk
menghasilkan pendapat baru. Boleh dikatakan kaedah ini baru
digunakan secara sungguh-sunguh hanyalah ketika ulama me-
rasa perlu untuk menambah atau menghasilkan pendapat baru,
(vang belum ada di dalam mazhab) atau untuk memerinci dan
memberi penjelasan tambahan atas pendapat yang sudah ada.

Di pihak lain perhatian dan pengembangan kaedah-ka-
edah ini oleh para ulama cenderung sangat menitikberatkan
pada kaedah-kaedah kebahasaan, dalam arti kalau dengan ka-
edah kebahasaan sudah dapat diambil kesimpulan maka tidak
perlu lagi pendalaman, pembandingan atau pengujian silang
dengan kaedah lainnya. Lebih dari itu perumusan kaedah-ka-
edah yang bukan lughawiyyah (bukan kebahasaan, maksudnya
taliliyyah dan istisléhiyyah) memang baru muncul pada masa
yang lebih belakangan dari perumusan kaedah kebahasaan.
Memang penggunaan al- ‘illah sudah disebutkan dan sudah di-
gunakan oleh Imam al-Syafi‘l, namun secara sangat terbatas
hanya di dalam ¢iyds (dan itupun masih secara relatif umum
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belum dirumuskan secara baku, belum menjadi istilah teknis).
Begitu juga Imam Abt Hanifah sudah menggunakan istiksdn di
dalam melakukan istinbdt, tetapi rumusan yang kongkret dan
jelas tidak beliau berikan, sehingga ditolak secara sangat keras
oleh Imam al-Syafi‘. Istilah al-masdlih al-mursalah juga sudah
digunakan oleh Imam Malik, tetapi masih dalam bentuk yang
sangat umum, dan perincian yang relatif menyeluruh dan siste-
matis baru ditemukan dalam tulisan Imam al-Syéatibi (712 H).
Buku yang berada di depan pembaca ini berupaya me-
ngungkap sebagian dari keadaan di atas. Buku ini merupakan
hasil penelitian tentang bagaimana perumusan kaedah penala-
ran taliliyyah dan penggunannya menurut Imam al-Ghazali.
Seperti telah dikutip di atas, al-Ghazali secara jelas menyata-
kan bahwa hampir seluruh materi figh diperoleh melalui per-
sentuhan nass dengan akal. Tetapi akal atau pemikiran yang
beliau maksudkan di sini kelihatannya didominasi oleh kaedah
kebahasaan, dan hanya sedikit saja yang merupakan kaedah
taliliyyah ataupun istislahiyyah. Seperti ditunjukkan oleh pe-
nulis di dalam penelitiannya ini. Al-Ghazali sudah sampai pada
kesimpulan bahwa banyak #ass yang secara langsung atau tidak
sudah menunjukkan adanya al- tllah (rasio legis, causa efektif)
atas hukum yang disebutkannya. Tetapi al- /llah ini dianggap ti-
dak berfungsi dan karena itu cenderung diabaikan apabila tidak
dapat digunakan untuk giyds. Dengan kata lain kalau al-llah
tersebut hanya sekedar untuk menunjukkan atau berkaitan
dengan “hukum as!” yang disebutkan di dalam #nass, dan bu-
kan untuk menemukan hukum baru (atau memperluas hukum
yang sudah ada) melalui ¢iyds, maka al-‘lllah itu dianggap ti-
dak berfungsi, dapat diabaikan dan tidak perlu dipertimbang-
kan. Al-Ghazali sudah sampai pada kesimpulan bahwa izin gasr
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shalat diberikan Allah sebagai keringanan (rukhsah) karena
melakukan perjalanan (musafir), dan musafir memenuhi syarat
untuk dianggap sebagai al- illah untuk adanya izin gasr shalat
tersebut. Tetapi karena hukum (izin) gasr shalat tidak dapat
diperluas ke masalah lain, maka penyebutan musafir sebagai
al-‘illah cenderung dianggap tidak bermakna dan bahkan tidak
bermanfaat. Izin gasr shalat ketika musafir dipahami bukan ka-
rena al- ‘lllah, tetapi semata-mata karena adanya izin di dalam
al-Quran dan hadis Rasulullah. Dengan demikian makna gasr
shalat dan musafir dianggap sudah final dan karena itu tidak
ada manfaat dan bahkan tidak ada peluang untuk penafsiran
atau reinterpretasi ulang. Tetapi sekiranya musafir dianggap
sebagai al- ‘illlah, maka terbuka peluang untuk memikirkan atau
meredefinisi makna musafir sekiranya ada peluang untuk itu.
Buku yang ada di depan pembaca ini berasal dari te-
sis saudara Jabbar, yang telah dia pertahankan dalam sidang
munagasyah tesis dan mendapat pujian dari para penguji dan
pembimbing ketika munagasyah. Beliau memilih judul yang
kurang dilirik oleh para mahasiswa yang lain, dan bahkan di-
anggap “berat” oleh sebagian yang lain. Tetapi dengan keteku-
nan meneliti dan kesungguhannya berkonsultasi dengan para
pembimbing, beliau berhasil mendapatkan data yang selama
ini relatif tersembunyi. Dengan penelitian ini terlihat bahwa
penelitian ta Tiliyyah yang pada era modern ini mulai digalak-
kan, dipopulerkan dan ditonjolkan oleh sebagian peneliti dan
akademisi, sebetulnya bukanlah barang baru. Metode atau mo-
del ini sudah berakar teguh dalam khazanah pemikiran usil
figh seperti terlihat dalam pemikiran al-Ghazali. Namun karena
kecenderungan yang kuat kepada panalaran lughawiyyah maka
keberadaan metode atau model fa Tiliyyah dianggap tidak pen-
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ting dan terabaikan. Namun pada zaman modern sekarang ka-
rena adanya perubahan yang relatif luas dan bahkan mendasar
akibat kehadiran ilmu, teknologi dan industri, maka pengguna-
an metode fa Tiliyyah (dan bahkan istislahiyyah) dianggap perlu
diperkenalkan kembali dan lebih dari itu perlu disempurnakan
dan lebih diaktualkan. Berbagai persoalan yang muncul, yang
belum terselesaikan dengan baik melalui metode lughawiyyah,
atau sudah diselesaikan dengan metode ta Tiliyyah pada masa
lalu, tetapi pada masa sekarang sudah dianggap tidak sesuai
lagi, sehingga perlu diperbaiki, menurut penulis akan dapat di-
selesaikan secara lebih baik dan lebih mantap apabila dikaji dan
diselesaikan dengan metode atau model ta 7iliyyah (dan seba-
giannya lagi dengan metode atau model istisldhiyyah).

Pada kesempatan ini dikemukakan dua buah contoh. Per-
tama pengertian dan batasan musafir yang di atas tadi telah
disinggung. Pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat
luas Indonesia, mengikuti pendapat yang berkembang dalam
mazhab Syéafi‘iyyah, musafir (perjalanan) yang menyebabkan
kebolehan qgasr shalat adalah perjalanan dua marhalah, sama
dengan empat barid, sama dengan 16 farsakh (satu farsakh
sama dengan tiga mil dan satu mil sama dengan 12.000 kaki),
yaitu perjalanan satu hari satu malam secara terus-menerus,
atau dua hari satu malam sekiranya beristirahat pada malam
hari. Dengan ukuran kita sekarang jarak tersebut adalah seki-
tar 80 km. Ada beberapa hadis Nabi tentang hal ini, sebagian-
nya menyatakan bahwa ukurannya adalah jarak tempuh dan se-
bagiannya lagi menyatakan waktu tempuh. Sebetulnya sudah
ada diskusi apakah ukuran musafir itu ditentukan dengan jarak
tempuh atau ditentukan berdasar waktu tempuh. Tetapi mung-
kin karena alat transportasi yang ada pada masa Rasulullah
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Saw. dan Sahabat serta masa imam mazhab dan bahkan masa
sesudahnya (sebelum memasuki zaman modern), relatif sangat
terbatas (jalan kaki, naik unta, kuda atau perahu) maka diskusi
tersebut tidak berlanjut bahkan dianggap tidak perlu. Dengan
menggunakan kaedah lughawiyyah, musafir cenderung diang-
gap sebagai perjalanan 80 km dan bukannya perjalanan satu
hari satu malam secara terus menerus.!

Pada masa sekarang karena alat transportasi sudah sang-
at beragam, maka penggunaan ukuran “jarak tempuh” diang-
gap sudah kurang tepat karena memberikan perbedaan waktu
tempuh yang terlalu jauh sekiranya menggunakan alat tran-
sportasi yang berbeda. Jarak delapan puluh kilometer mengha-
biskan waktu satu hari satu malam sekiranya ditempuh berja-
lan kaki tetapi hanya menghabiskan waktu satu jam sekiranya
ditempuh dengan mobil atau sepeda motor dan akan menjadi
lebih pendek lagi sekiranya menggunakan kereta api cepat.
Karena itu hadis yang menjelaskan jarak musafir untuk kebo-
lehan gasr shalat yang dahulu dipahami berdasarkan ukuran
”jarak tempuh” pada masa sekarang akan lebih tepat sekiranya
dipahami menggunakan ukuran “waktu tempuh.” Penguba-
han pemahaman ini dianggap perlu dilakukan agar perbedaan
waktu tempuh yang terjadi karena perbedaan alat transportasi
dapat dihindarkan. Dengan demikian mengikuti pendapat da-
lam mazhab Syafi‘iyyah, perjalanan yang membolehkan gasr
shalat adalah perjalanan yang jaraknya dua hari satu malam
(satu hari satu malam perjalanan secara terus menerus), bu-
kan lagi perjalanan dua marhalah (80 km). Dengan pemahaman
baru ini, perbedaan alat transportasi, tidak terlalu berpenga-

il Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, dengan tahqiq Mahmid Satarji, Dar al-Fikr, Be -
rut, jil. II, 2003, hlm. 453.
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ruh karena ukuran musafir sudah diubah dari berdasar “jarak
tempuh”menjadi “waktu tempuh”. Perubahan ini dapat dilaku-
kan karena menggunakan metode fa 1iliyyah.

Contoh kedua, tentang zakat. Para ulama sejak masa awal
kelihatannya sudah menyadari bahwa beberapa aturan tentang
zakat tidak memadai sekiranya diselesaikan hanya dengan kae-
dah lughawiyyah, karena itu penyelesaian secara ta Tiliyyah su-
dah dilakukan sejak masa imam mazhab. Pewajiban zakat pada
hasil pertanian misalnya, ditetapkan oleh keempat mazhab
(sunni) karena al- illah yang terkandung di dalamnya, walaupun
mereka berbeda pendapat tentang apa yang menjadi al-‘illah
tersebut. Namun ketika menetapkan pengertian dan cakupan
senif penerima zakat yang delapan jalur, seperti tertera dalam
al-Quran surat al-Tawbah, kecenderungan mempertimbangkan
al-‘llah seperti pada kewajiban zakat tadi tidak dilakukan se-
cara memadai. Para ulama cenderung berhenti pada penggu-
naan metode lughawiyyah semata. Karena hal tersebut untuk
memenuhi kebutuhan masa sekarang, pengertian yang ada di
dalam buku fikih tersebut terasa tidak memuaskan lagi, karena
tidak dapat menjawab kebutuhan.

Pembuatan pengertian fakir dan miskin misalnya, tentu
akan lebih sempurna sekiranya di dalam perumusannya mem-
pertimbangkan juga pengertian fakir dan miskin yang sudah
dikembangkan oleh ilmu ekonomi dan sosiologi serta ilmu lain
yang berkaitan. Jadi tidak hanya bertumpu pada arti bahasa se-
perti tertera dalam buku-buku fikih. Ibn sabil, secara populer
dipahami sebagai orang yang kehabisan belanja di dalam perjala-
nan, sehingga maknanya menjadi sangat luas dan cenderung ti-
dak jelas. Sedang dalam adat Arab (pada masa Rasulullah) salah
satu tugas 1bn sabil adalah membawa berita (kurir) atau men-
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jadi utusan resmi. Sekiranya latar belakang ini dapat digunakan
sebagai pertimbangan, maka dengan kemajuan ilmu dan tek-
nologi sekarang pengiriman berita dan penyampaian informasi
tidak musti dengan orang tetapi dapat dilakukan dengan berba-
gai media dan alat yang relatif sudah sangat canggih. Mungkin
dengan pemahaman ini makna bz sabil tidak lagi terbatas pada
orang tetapi dapat juga mencakup kegiatan dan pekerjaan, se-
hingga walaupun dari satu segi menjadi relatif lebih luas tetapi
dari segi yang lain diharapkan dapat menjadi lebih terbatas dan
juga lebih jelas. Begitu juga makna 7igab, yang secara popu-
ler dipahami dengan pembebasan budak. Perbudakan secara
harfiah (seperti pada masa feodal dahulu) pada masa modern
sekarang sudah dihapuskan sehingga secara resmi sudah tidak
ada lagi. Tetapi orang yang "terbelenggu” karena terikat kon-
trak kerja dengan sesuatu pihak karena berbagai sebab (karena
terikat kewajiban utang {beasiswa} misalnya), sehingga pa-
ling kurang memenuhi sebagian syarat perbudakan pada masa
lalu, atau jenis perbudakan lain yaitu orang yang ”ditawan atau
dipaksa melakukan sesuatu secara tidak sah”, yang sekarang
diistilahkan dengan "perdagangan manusia” (frafficking) relatif
masih ada bahkan berkembang secara relatif luas. Sekiranya
istilah ini dipahami bukan hanya secara harfiah, tetapi juga se-
cara fa 1iliyyah, maka mungkin kita akan tetap beranggapan ba-
hwa 7igab masih tetap ada dan tetap berhak atas zakat.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini telah berusaha
menelusuri dan menjelaskan temuan dan uraian al-Ghazali
tentang al- illah, bahkan hubungan dan keterkaitannya dengan
maslahdt (mundsabah). Sebagai tulisan pemula yang bersifat
eksploratif tulisan ini tentu mengandung kekurangan dan kele-
mahan. Namun demikian uraian dalam buku in1 diharapkan da-
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pat membantu membuka dan memperluas wawasan dan bahkan
memberi inspirasi sehingga mendorong kehadiran penelitian
lanjutan, baik untuk meneguhkan ataupun mengkritiknya. Da-
lam kegiatan ilmiah, diskusi dan polemik (tentu dengan meper-
timbangkan proporsionalitas serta kesantunan dan keseriusan)
harus selalu didukung dan digalakkan.

Akhirnya kepada Allah kita berserah diri, kepada-Nya
kita mohon hidayah dan petunjuk, semoga diberi kemudahan
dan kelapangan dalam mencari dan menemukan kebenaran
serta dalam menjelaskannya. Amin.

Banda Aceh, Februari 2009




Pengantar II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA!

Lahir dari suatu keluarga Persia tahun 450/1058
di Tus," al-Ghazzali adalah salah seorang tokoh penting
dalam sejarah peradaban umat Muslim. Ada yang
menyatakan bahwa tokoh ini adalah orang kedua
terbesar di dalam Islam sesudah Nabi Muhammad Saw.. i
Ia merupakan seorang pemikir Islam yang produktif dan
menghasilkan karya hampir di semua cabang pengetahuan
yang berkembang pada zamannya khususnya di bidang
hukum, filsafat, logika dan mistisme sehingga karena itu
ia dipandang sebagai “ensiklopedi” pengetahuan Islam
pada zamannya.” Oleh sebab itu berbicara tentang al-

i Penulis adalah guru besar lImu Figih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ii Mengenai riwayat hidup al-Ghazzali lihat autobiografinya
“al-Munqiz min al-Dalal” dalam al-Ghazzali, Majmii‘ah Rasd’il al-lImém al-
Ghazzali (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa Tawzi’, 1996), hal.
537-564; dan terjemahnya oleh W. Montgomery Watt, The Faith an Practice
of al-Ghazali, (Chicago: Kazi Publications, 1982); Ibn Kathir, al-Bidayah wa
al-Nihdyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XllI, hal. 172-174; Zaki Mubarak, al-
Akhlaq ‘ind al-Ghazali, (Kairo: Dar al-Katib al-‘Arabi li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr,
1968), hal. 45-49; Duncan Black Macdonald, “The Life of al-Ghazali with
Special Reference to His Religious Experience and Opinions”, JAOS, 20
(1899), hal. 71-132; W. Montgomery Watt, Muslim Intelectual: A Study of
al-Ghazali, (Edinbugh: Edinbugh University Press, 1963).

iiiJames Robson, “Al-Ghazali and the Sunna,” MW, No. 4, Vol. XLV
(1955), hal. 324; W. Montgomery Watt, op. cit., hal. vii

iV Madani Salih, al-Ghazzali min al-Akadimiyyah al-Insaikibidiyyah
ila Tamasuk al-Mawagqif al-Naqdiyyah fi al-Mawaqif al-Manhajiyyah Dirasah
Fihrisiyyah: Tahlil wa ‘I‘ddah Tarkib wa Istintaj”, Majallat al-Mawrid, No. 1,
Vol. XIX (Baghdad, 1990), h. 36; dan Yasuf al-Qaradawi, al-imdm al-Ghazali
bayna Madhihi wa Nagidih, (al-Manstirah: Dar al-Wafa’ li al-Tiba‘ah wa al-
Nasyr wa al-Tawzi‘, 1992), hal. 25.
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Ghazzaliberartiberbicaratentangbagian penting dari peradaban
umat ini. Meskipun di Barat lebih dikenal sebagai tokoh
filosof, teolog dan sufi, namun keahlian sebenarnya dari al-
Ghazzali adalah bidang hukum, di mana profesi ini tidak pernah
ditinggalkannya sepanjang karir ilmiahnya. Karya akademiknya
dimulai dengan menulis buku tentang teori hukum dan ditutup
atau hampir ditutup dengan buku tentang teori hukum juga. Di
tengah-tengahnya ia juga menulis beberapa karya hukum.
Nama lengkapnya adalah Abi Hamid Muhammad Ibn
Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Tusi al-Ghazzali.
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para penulis
biografinya sejak zaman klasik mengenai ejaan al-Ghazzali
apakah dengan z ganda (al-Ghazzali) atau dengan satu z (al-
Ghazali). Kebanyakan ulama Islam menyebutnya al-Ghazzali
(denganz ganda), dihubungkan kepada kataal-ghazzal (pemintal)
yang merupakan profesi ayahnya. Sebagian lain menyatakan
bahwa nisbahnya adalah al-Ghazidli (tanpa menggandakan
z), dihubungkan kepada Ghazalah, nama sebuah desa di Tds,
negeri kelahirannya. Dalam kitab Siyar Aldm al-Nubald’
diriwayatkan bahwa al-Ghazzali sendiri pernah mengatakan
kepada temannya T4j al-Islam, “Orang-orang memanggil saya
al-Ghazzali, padahal saya bukan al-Ghazzali; akan tetapi saya
adalah al-Ghazili, dihubungkan kepada sebuah desa yang
bernama Ghazzalah." Namun riwayat ini sangat diragukan,
bahkan adanya desa dengan nama tersebut juga diragukan oleh
para ahli sejarah. Al-Zabidi mengatakan bahwa di kalangan ahli
sejarah dan nasab mutakhir ia dikenal sebagai al-Ghazzali."
Penulis-penulis Barat menulis namanya al-Ghazali (tanpa

V' Al-Zahabi, Siyar A‘lam al-Nubal@’, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah li al-
Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1413 H), jil. XIX, hal. 343.

Vi Daghi, “Pengantar”, dalam al-Ghazzali, al-Wasit fi al-Madhhab, (Irak: al-
Lajnah al-Wataniyyah, t.t.), jil. I, hal. 101.
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menggandakan z), tetapi ada juga yang menggandakan z seperti
Franz Rosenthal dalam karyanya Knowledge Triumphant; The
Concept of Knowledge in Medieval Islam .

Ayahnya meninggal dunia ketika al-Ghazzali masih kecil
sehingga mengakibatkan al-Ghazzali dan saudaranya Ahmad
menghadapi kesulitan untuk membiayai hidup mereka. Mereka
disarankan masuk madrasah di mana ia mendapat penghidupan
gratis dan al-Ghazzali bersama saudaranya Ahmad karena itu
masuk madarasah. Mengenai ini al-Ghazzali dilaporkan sebagai
mengatakan, “...maka kami masuk sekolah (madrasah) dan
belajar fikih, tetapi tujuan sebenarnya untuk memperoleh
penghidupan; jadi kami belajar fikih bukan karena Allah, namun
fikih itu enggan kecuali kalau dipelajari karena Allah.”vi

Dalambelajariamenunjukkan sosok mahasiswayangamat
giat, rajin dan cerdas, memiliki daya tangkap yang cemerlang,
cepat mencerna konsep-konsep yang pelik, berpikiran sangat
kritis dan tidak mau menerima suatu pernyataan begitu saja
tanpa kritik dan analisis. Melukiskan al-Ghazzali dan dua
muridnya yang lain, yang semuanya kemudian menjadi ulama-
ulama Islam terkemuka, al-Juwayni mengatakan, “al-Ghazzali
adalah laut yang dalam, al-Kiya adalah singa yang ganas dan
al-Khawafi adalah api yang membakar.”* Mengomentari
diskusi ketiga orang murid ini, ia juga dilaporkan mengatakan,
“Kekuatan al-Khawéfi adalah di dalam verifikasi, al-Kiya di
dalam eksplanasi dan al-Ghazzali di dalam analisis.”™

Dengan bekal kecerdasan yang dimiliki itu, al-Ghazzali
kemudian dengan cepat dapat mengembangkan Karir ilmiah.

vii Diterbitkan di Leiden: E.J. Brill, 1970.
viii Al-Zahabi, op. cit., jil. XIX, hal. 335, al-Subki, op. cit., jil. VI, hal. 194

iX Al-Subki, Tabagat al-Sydfi‘iyyah al-Kubrd, (T.tp.: ‘Isa al-Babi al-Halabi wa
Syurakah, 1968), jil. IV, hal. 198.

X Ibid, hal. 202
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Dalam usia muda ia telah menjadi mahaguru di Perguruan
Nizamiah Baghdad. Namun kegelisahan intelektualnya ke-
mudian membawanya kepada keputusan untuk meninggalkan
jabatan megah tersebut untuk memasuki dunia tasawuf guna
menyelidiki hakikat ajaran tasawuf yang tidak cukup hanya
dipelajari secara kognitif belaka.

Setelah kurang lebih sepuluh tahun hidup dalam dunia
sufi, al-Ghazzali kembali ke dunia nyata dan terjun ke dalam
masyarakat untuk mengembangkan ilmu. Beberapa tahun
kemudian al-Ghazzali meninggal dunia pada 14 Jumada al-
Thaniyyah 505 H bertepatan dengan 18 Desember 1111 M.*

Al-Ghazzali adalah seorang pemikir Islam yang produktif
dan menghasilkan karya hampir di semua cabang pengetahuan
yang berkembang pada zamannya khususnya di bidang hukum,
filsafat, logika, dan mistisme. Membaca al-Ghazzali tidak
selalu mudah dan dalam banyak hal terkadang ia kontroversial
dan bahkan tampak kontradiktif. Misalnya di satu sisi dalam
Ihya’ ‘Ulim al-Din dan al-Mungiz min al-Dalal al-Ghazzali
mengecam ilmu kaldm sebagai ilmu tidak termasuk ilmu
agama dan bahkan dapat menghambat apresiasi dan makrifat
terhadap Tuhan, dan ilmu fikih sebagai ilmu dunia.* Pada sisi
lain dalam al-Mustasfd ia menjadikan ilmu kaldm sebagai induk
dan ilmu universal bagi ilmu-ilmu agama dan menyatakan
ilmu hukum Islam (Figh dan Usdl al-Figh) sebagai ilmu paling
mulia karena mengkombinasikan akal dan wahyu. Untuk itu
membaca al-Ghazzali haruslah secara menyeluruh, tidak bisa

Xipara penulis biografinya sepakat mengenai tanggal ini. Lihat Ibn al-
Jawzi, al-Multazam fi Tarikh al-Umam wa al-Muliik, (Hyderabad: D&’irat al-Ma‘rifat
al-‘Uthmaniyyah, 1359), jil. IX, hal. 540-541.

Xil Al-Ghazzali, Ihy@’ ‘Ulim al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jil. I, hal. 27;
dan id., al-Mungiz min al-Daldl, dalam al-Ghazzali, Majmi‘ah Rasd’il al-Imam al-
Ghazzali, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba‘ah wan al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1996), hal.
540-541.
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hanya membaca satu dua bukunya.

Salah satu gagasan besar al-Ghazzali adalah membangun
kembali dasar epistemologis ilmu-ilmu keislaman dengan
memadukan tiga tradisi besar keilmuan dalam Islam, yaitu
bayani, burhdni dan ‘rfdni. Ia mengecam ilmu kaldm yang
ada karena lebih bersifat apologetic yang hanya bertujuan
membela kepercayaan tertentu dan karena itu tidak dapat
menjelaskan kenyataan. Menurut al-Ghazzali seharusnya ilmu
kalam menyelidiki dan menjelaskan realitas, bukan sekedar
mempertahankan akidah tertentu, yang membuat ahli ilmu
kaldm hanya bertugas sebagai polisi yang mengawal kafilah.
Untuk itu 1a mendekonstruksi ilmu kaldm dan memasukkan
unsur burhdni ke dalamnya.

Begitu pula ilmu fikih, dinilainya terlalu mendunia dan
kehilangan nilai-nilai aksiologisnya. Akibatnya banyak ahli
fikih yang mendalami hukum agama tetapi tetap Kkorupsi
terhadap harta anak yatim dan bersumpah palsu di pengadilan.
Seakan ilmu yang mereka sandang tidak lagi menjadi faktor
determinan dalam pengarahan tingkah laku. Untuk itu al-
Ghazzali mendekonstruksi ilmu fikih dengan mengintegrasikan
tasawuf ke dalamnya setelah yang terakhir ini didekonstruksi
pula. Dengan demikian ia mengkombinasikan antara unsur
bayiani dan ‘rfani dalam ilmu fikih, dengan harapan dapat
mengembalikan dasar-dasar aksiologis fikih yang telah hilang.

Dalam teori dan metodologi hukum Islam, ia juga
memberi sumbangan amat besar. Sebagiannya dikaji oleh
Sdr. Jabbar Sabil dalam buku Menalar Hukum Tuhan yang
ada di tangan pembaca ini. Dalam kaitan ini Sdr. Jabbar Sabil
telah melakukan pengkajian yang intensif terhadap metode
kausasi hukum al-Ghazzali dan mampu mendeskripsikannya
secara cermat. Sebagai langkah awal upaya Sdr. Jabbar untuk
menggali khazanah pemikiran metodologi hukum Islam ini
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patut mendapat apresiasi.

Dalam langkah berikutnya diharapkan Sdr. Jabbar dapat
melanjutkan kajiannya tentang al-Ghazzili dengan coba
merekonstruksikan pemikiran tersebut dengan memasukkan
gagasan baru sehingga menjadi sangat relevan dengan
konteks modern sekarang. Al-Ghazzali sendiri mampu
mengembangkan sejumlah konsep dalam metodologi hukum
Islam yang diwarisinya dari zaman sebelumnya adalah dengan
memasukkan berbagai konsep baru yang diperolehnya dari
bidang-bidang ilmu lain di luar usil al-figh yang dikuasainya
secara mendalam. Oleh karena itu pewaris al-Ghazzali tidak
akan mungkin mampu mendorong pengembangan pemikiran
metodologi al-Ghazzali apabila tidak dapat memasukkan konsep
baru yang diperoleh dari berbagai cabang pengetahuan modern
yang berkembang pada zaman ini.

Demikian semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 11 Maret 2009
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A. TRANSLITERASI

Arab Transliterasi Arab Transliterasi

| Tidak disimbolkan L T

< B L Z

o T & ‘

& Th & Gh

(& o F

T H & Q

5 Kh 4 K

5 D J L

; Dh ‘ M

; R 5 N

5 z J W

- S . H

o Sy ’

o~ S $ Y

P D

Catatan:
1. Vokal Tunggal
----- (fathah) = a misalnya, .- ditulis hadatha
----- (kasrah) =1 misalnya, s, ditulis wugqifa

----- (dammah) = u misalnya, $» ditulis ruwiya

2. Vokal Rangkap
(¥) (fathah danyd’) = ay, misalnya, i ditulis bayna
(o) (fathah dan waw) = aw, misalnya, s ditulis yawm

3. Vokal Panjang
() (fathah dan alif) = 4 (a dengan garis di atas)
() (kasrah dan ya’) =1 (i dengan garis di atas)
(») (dammah dan waw) = G (u dengan garis di atas)

g
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4. Ta’ marbitah ()
Ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah,
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya
(U dd) = al-falsafat al-ild). Sementara t@’ marbitah mati
atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h),
misalnya: (GG Ws sVl sl e\ i) tahafut al-faldsifah,
mandhij al-adillah, dalilal-indyah.

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan (-), dalam
transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf
yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya
(s s) ditulis khattabiyyah.

6. Kata sandang
Kata Sandang yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan (J)) transliterasinya adalah a/, misalnya: ..\ e
ditulis al-kasyf, al-nafs.

7. Hamzah ()
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata
ditransliterasikan dengan apostrof, misalnya: s\ ditulis
mald’tkah, sy- ditulis juz’i. Adapun hamzah yang terletak di
awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia
menjadi alif, misalnya: ¢li=! ditulis tkhtird”.

B. SINGKATAN
Swt.= A pailo
Saw. = (Ju,a&.\.cfn\v\,p
Ra. = wsdi o,
terj. = terjemahan
jl. = jilid
ed. = editor
hal. = halaman
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Bab Satu

Pendahuluan

Menurut al-Ghazalisembilan puluh persen dariusaha
penemuan hukum (fikih) dilakukan dengan penalaran akal.
Sebagian besar waktu seorang fuqahd’ tersita untuk me-
maknai nass, kaedah kebahasaan (lughawiyyah), memper-
timbangkan kebiasaan umum (‘u7fiyyah), logika pemikiran
(‘aqliyyah), hal-hal konkret yang inderawi (kissiyyah) dan
kebiasaan-kebiasaan umum yang merupakan tabiat ma-
nusia (tabi‘iyyah).! Para fugahd’ diharuskan melakukan
tahqiq mandt al-hukm? pada setiap kasus yang dikaji, lalu
mencocokkannya dengan kasus yang telah ditetapkan hu-
kumnya oleh syar* melalui nusus al-syar 4. Kecocokan ini
akan nyata diketahui setelah dilakukan penelusuran terh-
adap nass dengan metode tanqih mandt al-hukm.® Kecoco-
kan ini menjadi dasar untuk menghubungkan kasus baru
(furti* yang tidak tercakup oleh nass) dengan ketentuan

1 Al-Ghazali, Asds al-Qiyds (Riyad: Maktabah al-‘Ubaykan, 1993), hal. 40

2 Secara operasional, tahqiq mandt al-hukm berarti memastikan te -
pat bergantungnya hukum sebagai dasar penetapan hukum.

3 Tangih manat al-hukm (verifikasi tempat bergantung hukum), usaha
untuk menyeleksi beberapa hal yang mungkin menjadi tempat bergan-
tung hukum. Selain itu juga diterapkan metode takhrij manat al-hukm, na-
mun sebagian ulama menganggapnya telah tercakup dalam tangih manat
al-hukm. Al-Ghazali sendiri dalam kitab Asds al-Qiyds, tidak membuat pemi-
lahan. Topik ini akan dibahas di bab tiga ketika membicarakan tentang
al-‘illah antara muta‘addiyyah dan qasirah.

(1

01




MENALAR HUKUM TUHAN i i e e e i e L e

yang ditetapkan oleh nass (asl). Hal ini pula yang menjadi dasar
untuk memberlakukan ketetapan hukum yang ada pada as/ ke-
pada furi‘ (ta‘diyat al-hukm), karena dipandang telah memenuhi
syarat untuk di-qiyds.

Nass al-syarT yang terkait dengan masalah ‘ddiyyah atau
mu ‘dmalah, dibedah dengan menerapkan metode tanqih mandat
al-hukm, agar ditemukan tempat bergantungnya hukum, yaitu
al-‘illah. Usaha ini juga melalui penerapan kaedah lughawiyyah,
‘urfiyyah, dan ‘aqliyyah yang diyakini oleh para ulama akan dapat
mengantarkan pemahaman ke tingkat zann.* Inilah fikih, ruang
yang dibuka oleh al-Syari‘ sebagai media yang akomodatif.

Fikih menurut Imam al-Haramayn al-Juwayni (w. 478 H)
adalah mengenal hukum syar‘yyah yang jalan penggaliannya
adalah #tihad, al-Juwayni mendefinisikannya sebagai berikut:®

sleaVga b s r:.s\rKA\:@ e )
Fikih adalah: Mengenal hukum-hukum yang bersifat syar* yang digali/
dihasilkan dengan cara ijtihad.

Dalam pendefinisian fikih oleh al-Juwayni di atas, “menge-
nal hukum syar 9yyah* dikaitkan dengan kalimat; “yang dihasil-
kan dengan cara #jtthdd”’. Menurut Ahmad ibn Mansir, definisi
ini menunjukkan secara jelas pendirian al-Juwayni, bahwa hu-
kum-hukum agama yang diketahui secara langsung tanpa perlu
ber-ijtihdd (diketahui secara dariiri), tidak dinamakan fikih dan
orang yang menguasainya tidak dinamakan fagih.®

Dalam ber-istinbdt, para ulama percaya bahwa setiap

4 Zann adalah keyakinan yang jelas namun masih ada kemungkinan seb -
liknya.

5 Al-Juwayni, al-Waraqat (dalam al-Nufahat), (Singapura: al-Haramayn, t.th.),
hal. 14.

6 Ahmad ibn Mansdr, al-Usil al-Wadihat fi Syarh al-Waraqat, (Mesir: Dar al-
Rida, t.th.), hal. 73
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ketetapan hukum --baik itu perintah maupun larangan dari al-
Syari‘-- mengandung hubungan sebab akibat dengan al-hikmah,
yaitu maslahah yang ingin dicapai hukum (untuk mewujudkan
kemaslahatan atau menolak kerusakan). Hal ini kadangkala
dapat ditangkap secara jelas dari zahir nass atau harus melalui
penelitian (istinbdt). Para ulama sepakat bahwa hukum yang
ditetapkan al-Sydri ‘ --secara umum-- selalu memiliki alasan logis
(al-‘illah).” Al-Tllah adalah tempat bergantungnya hukum (mandt
al-hukm), yaitu sesuatu yang dijadikan oleh al-Sydri‘ sebagai
tempat penyandaran hukum dan tanda atas hukum.® Namun ada
sebagian ulama yang menolak, misalnya Ibn Hazm al-Andalusi
(w. 456 H), 1a menolak keberadaan al- %llah dengan alasan Allah
tidak melakukan sesuatu berdasarkan sebab tertentu.

Pendirian ini jelas kontraproduktif dengan kesepaka-
tan yang diambil oleh jumhiir al-‘ulamd’, yang menjadikan ke-
beradaan al-illah sebagai peluang untuk menjawab permasala-
han baru, yang tidak ada nass hukumnya secara zahir. Dalam
pembahasan us#l al-figh, terlihat bahwa para ulama telah sepa-
kat tentang bergantungnya hukum pada al-‘/llah secara umum
(ghdliban). Pada umumnya, ada tidaknya hukum tergantung
pada ada tidaknya al-‘llah.’ Terkait dengan permasalahan ini,
Ibn Hazm justru me- nyatakan, kami tidak menolak apa yang
di-nass-kan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kami tolak adalah
al-‘illah yang dikeluarkan dengan akal, lalu dinyatakan dari Allah
dan Rasul-Nya.'

Terlihat di sini, bahwa masalah penggunaan al- Ullah (ta 1il)

7 Mustafa Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981),

hal. 11
8 Al-Ghazali, al-Mustasfa fi ‘llm al-Usil, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah,
2000), hal. 281

9 ‘Al Hasb Allah, Usal al-Tasyri* al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hal. 146, 153

10 |bn Hazm al-Andalusi, Mulakhkhas Ibtal al-Qiyds wa al-Ra’y wa al-Istihsdn wa
al-Taqlid wa al-Ta'lil, (Damsyik: Jami‘ah Dimasyq, 1960), hal. 48
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telah menimbulkan kontroversi sejak dari masa-masa awal ke-
munculannya. Kontroversi ini tidak hanya antara mereka yang
menolak dan menerima, namun juga di kalangan mereka yang
menerimanya.

Menurut Muhammad ‘Ali al-Sayis, metode penemuan al-
‘illah merupakan prestasi yang dicapai oleh para ulama abad keli-
ma. Ini menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya sekedar mengi-
kuti imam mazhabnya saja, namun juga melakukan upaya-upaya
yang mampu mengangkat derajat mereka sendiri. Awalnya usa-
ha ini dilakukan untuk memperjelas al-illah dari hasil istinbat
imam mazhab yang mereka ikuti, maka mereka disebut sebagai
ulama al-takhrij, yaitu takhrij al-mandt yang artinya membahas
al-‘illah bagi hukum. Umumnya usaha ini dilakukan oleh kala-
ngan ulama Hanafiyyah, karena kebanyakan hukum yang diri-
wayatkan dari Imam Abt Hanifah (w. 150 H) tidak di-%/lah-kan,
maka mereka ber-ijtihdd untuk menjelaskan dasar per-istinbat-
an imam mereka.!! Menurut Muhammad ‘Ali al-Sayis, ulama
Syafi‘iyyah lebih siap dalam hal ini, karena Imam al-Syafi? (w.
204 H) telah mencukupi pengikutnya dengan 7isdlah usiliyyah.
Adapun mazhab Maliki dan Hanbali, boleh dikatakan jauh dari
pertemuan-pertemuan dan perdebatan tentang penggunaan al-
‘Ullah yang terjadi pada masa itu.?

Penggalian al-‘llah yang giat dilakukan oleh para ulama
fase in1 berguna untuk memperluas cakupan hukum. Keberadaan
al-‘illah menjadi media untuk memberlakukan hukum (fa ‘diyat
al-hukm) kepada permasalahan baru yang tidak ada nass-nya
(furit®). Oleh karena itu, per-ijtihdd-an terhadap al-‘llah terkait
erat dengan metode giyds, bahkan sebagian ulama malah meng-

11 Khudari Bikk, Tarikh al-Tasyri* al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 11, 1967),
hal. 284

12 Al-Sayis, Muhammad ‘Ali, Tarikh al-Figh al-Islami, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah, t.th.), hal. 114
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identikkan #jtihdd dengan gqiyds, mereka mengatakan bahwa
satu-satunya jalan untuk ber-ijtihdd adalah dengan menerapkan
metode giyds.

Satu hal yang menarik, di tengah perkembangan pemikiran
ini, muncul seorang tokoh yang pemikirannya cenderung ber-
beda dari arus pemikiran umum, yaitu al-Ghazali. [a muncul dar1
kalangan ulama Syafi‘iyyah, mazhab yang menyatakan bahwa
satu-satunya jalan #jtthdd adalah giyas. Al-Ghazali justru tampil
dengan pendirian bahwa #tihdd lebih umum dari pada giyds, kar-
ena #tihdd kadang kala dilakukan dengan penalaran terhadap
keumuman dan kedalaman lafaz dan juga menggunakan metode-
metode lain selain giyds. Bahkan ¢jtihdd juga berlaku pada al-
“Ulah, ijtihad pada al-‘lllah dapat dilakukan dalam tiga lapangan,
yaitu tahqiq mandt al-hukm, tanqgih mandt al-hukm dan takhrij
mandt al-hukm.

Al-Ghazali menekankan, bahwa faedah istinbat pada al-
llah adakalanya untuk memperluas cakupan keberlakuan hu-
kum (fa‘diyah) atau untuk berpijak pada tempat bergantung
hukum yang diduga kuat bertujuan untuk mewujudkan ke-
maslahatan. Menurut al-Ghazali, hukum adakala menjadi hilang
dengan hilangnya tempat bergantung hukum, seperti pada al-
“Ulat al-gdsirah.’® Dari uraian ini, terlihat bahwa al- %llah ada dua
macam, yaitu al- ilat al-qdsirah dan al-‘illat al-muta‘addiyyah.

Al-lllat al-qasirah adalah alasan logis yang tidak melampaui
wilayah di mana ia didapatkan, artinya ia hanya berlaku khusus
pada nass, baik ia didapati secara jelas pada nass, atau melalui pe-
nalaran (mustanbatah). Contohnya, alasan logis dalam penghara-
man riba pada mata uang emas dan perak, di mana alasan logis
pengharamannya adalah lebih kurangnya harga. Sedangkan al-
“Ulat al-muta‘addiyyah adalah alasan logis yang melampaui tem-

13 Al-Ghazali, al-Mustasfa, hal. 281, 299
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pat di mana ia ditemukan, keberlakuannya tidak hanya terbatas
pada nass, tapi juga pada selain nass. Misalnya sifat memabuk-
kan pada khamr, kondisi sesuatu sebagai makanan pada masalah
zakat, dan pada contoh pembunuhan yang bersifat sengaja dan
termotivasi oleh permusuhan. Di antara kedua jenis al- %llah ini,
hanya al- illlat al-muta ‘addiyyah saja yang dapat digunakan untuk
keperluan qiyds. Sedangkan al- illat al-qasirah tidak bisa, karena
ia berlaku khusus pada nass sehingga tidak dapat men-fa ‘diyah
hukum kepada masalah cabang (fur:).}* Hal ini menimbulkan
perdebatan tentang sah tidaknya al- “llat al-qdsirah.

Perdebatan ini muncul karena sebagian ulama melihat
dari sudut pandang berfaedah tidaknya al-‘%llah bagi usaha
pemberlakuan hukum pada furi* (ta‘diyat al-hukm). Pendapat
ini --secara umum-- dipegang oleh ulama kalangan Hanafiyyah,
bagi golongan ini, al- Ullat al-qdsirah tidak sah karena tidak dapat
digunakan untuk menetapkan hukum pada furii‘. Sedangkan
kebanyakan ulama Syafi'iyyah lebih melihat kepada kondisi al-
‘Ullah sebagai pengwajib hukum, baik pada nass atau pada furit ‘.
Adapun tentang faedah al-‘illah sebagai penetap hukum pada
furii dipandang sebagai permasalahan lain di luar persoalan sah
tidaknya al- illah.

Perdebatan juga diakibatkan oleh perbedaan pendapat ten-
tang apakah hukum pada nass (asl) ditetapkan dengan zahir nass
(makna lughawiyyah dari nass) atau dengan al-illah yang dida-
patkan dari nass tersebut. Pada tataran ini, al-%llah umumnya
dipahami sebagai pengertian yang dikandung oleh sighat al-nass
(lafaz/teks) yang memiliki kesesuaian dengan tujuan penetapan
hukum. Pengertian dari sighat al-nass disebut ma‘nad mundsa-
bah, sedangkan tujuan hukum disebut sebagai al-hikmah. Perlu
diperhatikan, bahwa sebagian ulama juga menyebut ma ‘nd mu-

14 sya'ban Muhammad Isma‘il, Dirdsat Hawl al-ljima‘ wa al-Qiyds, (Kairo: Dar
al-Nahdat al-Misriyyah, 1993), hal. 206
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ndsabah sebagai al-hikmah. Sementara sighat al-nass yang tidak
diketahui kesesuaiannya dengan tujuan penetapan hukum, diam-
bil makna lughawi-nya saja secara tekstual, dan ia lazim disebut
sebagai al-sabab. Hal ini mengantarkan permasalahan kepada
pertanyaan tentang essensi al-llah, apakah yang menjadi al-
‘Ullah adalah sighat al-nass," ma‘nad mundsabah yang dikandung
oleh sighat al-nass, atau al-hikmah.*

Pertanyaan ini muncul sebagai konsekuensi, atas kondisi
di mana hukum kadang kala dihubungkan dengan al-hikmah, dan
al-hikmah menjadi dasarnya. Artinya hukum menjadi ada dengan
adanya al-hikmah dan hilang dengan ketiadaannya. Al-Hikmah
merupakan motiv pensyariatan hukum dan sekaligus tujuan-
nya. Namun juga didapati kondisi di mana antara hukum dan al-
hikmah tidak memiliki hubungan yang kuat, bahkan ada kalanya
pada sebagian kasus, hukum terwujud tanpa adanya al-hikmah.
Beranjak dari kenyataan ini, sebagian ulama menetapkan sifat
yang jelas dan terukur'” (wasf zahir mundabit) sebagai al-‘illah
bagi hukum, bukan semata-mata sighat al-nass (al-sabab) atau
al-hikmah '8

Dalam perkembangan berikutnya, berpegang kepada wasf
zahir mundabit sebagai al-‘lllah bagi hukum adalah sikap yang

15 Lafaz nass yang biasanya berbentuk kata sifat, perbuatan atau nama benda,
misalnya kata “ghadb” dalam hadis yang melarang hakim mengadili dalam kondisi
marah, kata “mass” dalam hadis yang memerintahkan berwudhuk jika menyentuh
kemaluan, kata “khamr” dalam ayat yang mengharamkan minuman keras.

16 Jika sighah memiliki makna lughawiyah yang dipahami secara tekstual dari
makna kata-kata, maka sighah juga memiliki kandungan pengertian (ma‘nd munda-
sabah) yang sesuai dengan tujuan penetapan hukum, yaitu maslahah yang ingin
dicapai. Nilai maslahah inilah yang biasanya disebut sebagai al-hikmah.

17 Ditinjau dari bentuknya, ia disebut wasf zahir mundabit, karena umumnya
yang menjadi al-illah adalah sifat tertentu yang dikandung oleh sighat, seperti
sifat memabukkan, kelabilan jiwa dll.. Namun ditinjau dari posisinya, ia disebut
sebagai ma‘nd mundsabah, yaitu pengertian yang terkandung dalam sighat.

18 ‘Alf al-Khafif, Muhddarat fi Asbab Ikhtilaf al-Fuqahd’, (Kairo: Ma‘had al-Dirasat
al-‘Arabiyyah al-Aliyyah, 1956), hal. 220
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disepakati oleh kebanyakan ulama. Fenomena ini telah meng-
geser peranan al-hikmah, sehingga didapati sebagian ulama yang
sama sekali tidak memperhatikan keberadaan al-hikmah. Salah
satunya terlihat pada pembolehan berbuka puasa dalam kondisi
musafir, mereka hanya memperhatikan keberadaan safar-nya
saja. Dan dalam waktu yang sama, mereka berpegang kepada
al-hikmah pada ketentuan boleh-tidaknya berbuka puasa karena
sakit. Sehingga yang dibolehkan berbuka hanya pada sakit yang
akan bertambah parah jika melaksanakan puasa, atau diyakini
bahwa puasa dapat memperlambat proses kesembuhan penyakit
tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya, mengapa ketetapan
ini tidak berlaku sama dengan ketetapan pada safar, sehingga
diputuskan, boleh berbuka puasa karena sakit, apapun jenis pe-
nyakitnya.'

Sampai di sini terlihat, bahwa pen-fa7il-an dengan al-
hikmah umumnya membuat al-‘llah menjadi muta ‘addiyyah,
sehingga hukum cenderung menjadi lebih luas dan terkesan
fleksibel. Sebaliknya, men-fa il dengan sighat al-nass (al-sabab)
seringkali membuat al-Ullah menjadi gdsirah, seperti talil ke-
berlakuan 7ukhsah dengan menjadikan keadaan safar sebagai al-
‘llah. Satu hal yang menimbulkan tanda tanya, mengapa para
usuliyin --pada sebagian kasus-- menerima sighat al-nass (sifat
atau perbuatan yang disebut secara tekstual dalam nass) sebagai
al-‘illah dengan alasan mengandung nilai maslahah (al-hikmah)
yang tersembunyi, padahal nilai maslahah ini tidak disertakan
sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Semestinya,
jika nilai maslahah ini diakui, ia juga dijadikan sebagai salah satu
unsur pertimbangan, jika tidak, apakah disebabkan oleh adanya
pengecualian? Atau ada kaedah tertentu yang menjadi acuan?
Hal inilah yang ingin ditelusuri dalam tulisan ini.

19 Y(isuf al-Qaradawi, Dirdsah fi Figh Magqasid al-Syari‘ah; Bayn al-Maqasid al-
Kulliyyah wa al-Nusts al-Juz’iyyah, (Mesir: Dar al-Syuriiq, 2006), hal. 21

BRERE « SERSRSNSREREREDREREREREDED



e e i i e S Sy i e i e BAB SATU - PENDAHULUAN
Dari pembahasan di atas terlihat, bahwa al-illat al-qasir-
ah dan al-‘lllat al-muta‘addiyyah sama-sama menjadi pengantar
kepada nilai maslahah, yaitu al-hikmah yang merupakan tujuan
hukum. Al-‘lllat al-qdsirah merupakan kandungan pengertian
dari sighat al-nass, misalnya naqdiyyah (mata uang) pada pen-
etapan riba emas dan perak. Ia setara dengan ma ‘nd mundsa-
bah yang disebut oleh para ulama sebagai wasf zahir mundabit.
Hanya saja, al- ‘illat al-qdsirah tidak dijadikan sebagai pengwajib
hukum, yang berperan sebagai pengwajib hukum justru sighat
al-nass (lafaz nass secara tekstual dengan makna lughawiyyah-
nya). Sedangkan al-illat al-muta‘addiyyah yang juga kandungan
pengertian dari nass, justru dipandang sebagai pengwajib hu-
kum dengan alasan karena mengandung kesesuaian dengan al-
hikmah. Oleh karena itu, para fugahd’ meninggalkan makna lahi-
riah dari sighat al-nass dan beralih kepada kandungan pengertian
dari sighat al-nass, yaitu ma ‘nd mundsabah yang sesuai dengan
tujuan hukum, lalu hukum di-ta ‘diyah-kan kepada kasus lain.
Pada tataran ini, keberadaan al-‘llat al-muta‘addiyyah
menjadi pengwajib hukum pada zass itu sendiri (as/) dan juga
pada kasus baru (fur ), oleh karena itu, ia disebut sebagai al- illat
al-muta ‘addiyyah. Sedangkan al- ‘illat al-qdsivah hanya dipandang
sebagai al-hikmah yang menentramkan hati dan menambah
keyakinan dalam menerima ketetapan hukum. Bahkan ulama
kalangan Hanafiyyah menyebutnya sebagai tbdd’ al-hikmah,
mereka menolak untuk menyebutnya sebagai al- illat al-gdsirah.
Adanya pandangan ini menimbulkan kesamaran bagi penelitian
hakikat al- ‘illat al-qdsirah. Apakah yang dimaksud oleh usiliyiin
adalah al-‘llat al-qdsirah yang berupa ma ‘nd mundsabah, atau
berupa al-hikmah dalam arti tujuan hukum sekaligus motivasi
penetapan hukum (al-ba ith). Dalam kondisi ini, pemilahan yang
jelas antara al-sabab, al-‘illah dan al-hikmah menjadi penting,
demikian pula halnya dengan penegasan peran ketiganya dalam
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penetapan hukum.

Al-‘lllat al-qdsirah tidak berperan sebagai pengwajib hu-
kum walaupun disebut sebagai al-‘illah, dan juga tidak bisa di-
gunakan untuk men-fa‘diyah hukum sehingga disebut al-‘ilat
al-qasirah. Pada kondisi ini, para ulama menyatakan bahwa yang
menjadi pengwajib hukum adalah sighat al-nass yang lazimnya
diistilahkan dengan al-sabab. Sedangkan al- ‘illat al-qdsirah yang
merupakan kandungan pengertian dari al-sabab, hanya bergu-
na untuk mengetahui al-hikmah dari hukum. Dari sisi ini, ke-
beradaan al-sabab sama dengan al- tllah karena sama-sama men-
jadi pengwajib hukum, namun keduanya menjadi berbeda ketika
al-‘illah berfaedah untuk men-fa ‘diyah hukum, sedangkan al-sa-
bab --secara umum-- tidak dapat digunakan untuk men-ta ‘diyah
hukum kepada furi‘?° Jadi perbedaan yang mendasar antara al-
‘Ullah dan al-sabab adalah pada sisi berfaedah-tidaknya bagi pe-
ngembangan hukum kepada masalah baru yang tidak ada »ass.

Sementara itu, pada kondisi tertentu, al-hikmah juga da-
pat menjadi pengwajib hukum, misalnya pada keputusan ‘Ali ibn
Abi Talib Ra. yang membolehkan ¢isds terhadap satu kelompok.
Pada kasus ini yang menjadi al- /llah adalah alasan untuk menja-
min keterpeliharaan jiwa manusia. Padahal, dengan alasan yang
sama, al-Sydri‘ hanya memerintahkan ¢isds satu orang atas satu
jiwa. Namun ‘Ali menjadikan tujuan hukum (al-hikmah) di sini
sebagai al- 1llah untuk men-fa ‘diyah hukum kepada kasus baru.
Jadi dapat disimpulkan bahwa al-‘Ulah, al-hikmah dan al-sabab
sama-sama berpeluang untuk menjadi pengwajib hukum, namun
ketiganya berbeda jika ditinjau dari sudut pandang pengaruh
masing-masing terhadap ketetapan hukum. Dari ketiganya, al-
sabab adalah yang paling lemah pengaruhnya, karena tidak dike-
tahui hubungannya dengan tujuan hukum sehingga tidak boleh

20 Kalau pun di-ta‘diyah, satu-satunya jalan ta‘diyat al-sabab hanya melalui
keserupaan lahiriah, yaitu syabh yang diaplikasikan melalui giyds al-syabh.
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di-ta ‘diyah, meski pun dari segi sighah, al-sabab lebih kuat.

Walau pun tidak dapat digunakan untuk men-ta ‘diyah hu-
kum, namun ternyata para ulama menerima keberadaan al-sa-
bab sebagai pengwajib hukum pada nass. Alasannya, karena al-
sabab juga mengantarkan kepada maslahah yang dimaksudkan
oleh ketetapan hukum. Jika diperhatikan, pada al-sabab terdapat
kandungan pengertian yang sesuai dengan tujuan hukum, sep-
erti masyaqqah pada safar, namun tidak berupa sifat yang jelas
dan terukur (wasf zahir mundabit). Karena kondisinya yang tidak
jelas dan tidak terukur, menyebabkannya tidak dapat di-ta ‘diyah,
dan ia disebut al-‘%llat al-qasirah. Meskipun begitu, al-hikmah
atau nilai maslahah yang dikandungnya cukup jelas dan terasa
benar hubungannya dengan ketetapan hukum. Namun mengapa
para ulama justru meninggalkannya dan menjadikan sighat al-
nass atau al-sabab sebagai pengwajib hukum?.

Ternyata al-hikmah atau nilai maslahah yang terkandung
pada al-‘illat al-qasirah tidak dihargai sebagaimana penghargaan
terhadap al-hikmah atau nilai maslahah yang terkandung pada
al-‘illat al-muta‘addiyyah. Padahal jelas diketahui bahwa syariat
Islam sangat menghargai nilai maslahah, nyatanya metode giyds
yang secara umum disepakati oleh ulama, adalah salah satu ben-
tuk penghargaan terhadap nilai maslahah. Hal ini terlihat dari
dasar operasional ¢iyds yang merupakan pemeliharaan masla-
hah pada kasus baru yang memiliki kesesuaian dengan maslahah
yang diakui dan dipelihara syar‘ melalui pernyataan nass.** Tidak
hanya berhenti di sini, bahkan nilai maslahah yang tidak ditemu-
kan pengakuan dan penolakannya dalam syariat (al-maslahat al-
mursalah) juga dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Pe-

21 Ma‘na munasabah yang ditemukan adanya pengakuan syar‘ melalui nass,
disebut sebagai al-mundsib al-mi’aththir. Keberadaannya pada masalah baru (furt’),
menjadi dasar untuk menetapkan kesamaan hukumnya dengan asl, karena menun-
jukkan pemeliharaan kemaslahatan yang sama dengan maslahah yang dipelihara
syar‘ pada ketetapan hukum asl.
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meliharaan maslahah jenis ini dioperasionalkan melalui metode
istislah atau al-maslahat al-mursalah.

Secara umum para ulama sepakat tentang keberlakuan
al-maslahat al-mursalah, mereka melandaskan pendapat kepada
tiga dalil. Pertama, terbukti secara istigra’, bahwa hukum syar*
disyariatkan untuk memelihara kemashlahatan manusia. Kedua,
bahwa kepentingan manusia tidak pernah habis bahkan bertam-
bah dan berbeda menurut tempat dan perkembangan masa. Ke-
tiga, mengikuti metode ijtihdd sahabat yang menjadikan masla-
hah sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam per-istinbdt-an
mereka.?” Dalam perkembangannya kemudian, para ulama bah-
kan merumuskan maslahat al-mursalah menjadi figh al-masdlih
yang menurut Fathi al-Durayni adalah:?

2 Pl Do ke N1 Ll g sl Vs B s
Yaitu kaedah 1jtihad dengan ra’y untuk membina hukum atasnya, agar
sesuai dengan penggunaan syar dalam pensyariatan.

Pada metode istislah, peranan maslahah sangat besar, yaitu
sebagai al- ‘illah pengwajib hukum, berbeda dengan al-giyds, kar-
ena yang menjadi pengwajib hukum pada qiyds adalah ma‘nd
mundsabah. Namun jika mengikuti pendapat ulama yang menya-
makan ma ‘nd mundsabah dengan al-hikmah, maka yang men-
jadi al-‘llah di sini adalah nilai maslahah, demikian pula dengan
pendapat ulama yang membolehkan al-hikmah sebagai al-‘illah.

Dalam lingkup pendapat yang membolehkan al-hikmah
menjadi al- Ulah, maka nilai maslahah dapat menjadi pengwajib
hukum pada tiga kondisi. Pertama, menjadi pengwajib hukum
pada asl dan furi‘ dalam konteks al-illat al-muta‘addiyyah, oleh

22 Wahbah al-Zuhayli. Usil al-Figh al-Islami. (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jil.I,
hal. 762

23 Fathi al-Durayni, al-Mandhij al-Usiliyyah, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadith,
1975), hal. 618
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karena itu ia dinamakan al- illat al-qiydsiyyah. Kedua, nilai masla-
hah menjadi pengwajib hukum pada furit‘ saja, yaitu pada metode
istisldh, karena maslahah hanya ada pada posisi furi‘ (masalah
baru) yang tidak memiliki as/ untuk di-qzyds-kan. Dilihat kon-
disinya sebagai penetap hukum pada masalah baru, maka nilai
maslahah pada metode istislah dapat disebut sebagai al-‘llat al-
tasyri‘iyvah. Ketiga, nilai maslahah yang ada pada asl saja, yaitu
al-illat al-qasirah.

Umumnya para ulama menganggap bahwa al-‘llat al-qd-
sirah adalah al-hikmah yang terkandung pada nass dan berlaku
khusus pada nass. Ia tidak menjadi pengwajib hukum pada furit ,
namun mengenai perannya sebagai pengwajib hukum pada nass,
perlu ditelaah kembali. Sayangnya, perhatian para ulama tentang
al-‘lllat al-qdsirah sangat kurang, umumnya kitab-kitab usil al-
figh hanya membahasnya sepintas lalu saja. Salah seorang ulama
yang memberi perhatian agak lebih terhadap keberadaan al- tlat
al-qdasirah adalah al-Ghazali, ia membahas sisi peran dan fungsi
dari al- lllat al-qasirah, pembahasan yang cukup memadai untuk
melakukan penelusuran kembali.

Jika al-%llat al-qasivah dipandang memiliki kekuatan se-
bagai pengwajib hukum pada as/, maka ia juga dapat digolong-
kan sebagai al- llat al-tasyri‘iyyah. Al-Tllat al-tasyri‘iyyah adalah
al-‘illah yang digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu
perbuatan, dan lebih dari itu, untuk mengetahui apakah suatu
ketentuan dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah
karena al-‘illah yang mendasarinya telah berbeda. Atau pema-
haman terhadap al-‘llah masih tetap seperti sediakala, tetapi
maksud tersebut akan tercapai kalau sekiranya hukum yang
didasarkan atasnya diubah.?* Al-‘lllat al-tasyri‘lyyah termasuk

24 Alyasa Abubakar, “Beberapa Penalaran Figh dan Penerapannya” dalam Tjun
Surjaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),
hal. 181-182
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dalam kategori penalaran ta 7, yaitu penalaran yang berupaya
menggunakan al- llah sebagai alat utamanya, hal in1 akan dikaji
lebih jauh dalam tulisan ini.

Kajian ini masuk dalam penelitian dalil fikih, yang terdiri
dari dalil normative (nass), dalil empiris (asbdb al-nuzil dan asbdb
al-wuritd) dan dalil metodologis.?® Kajian ini mengambil salah
satu bagian yang khusus dari dalil metodologis, yaitu penalaran
ta 1ili. Jika merujuk kepada Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi
Agama Islam, penelitian dalam tulisan ini termasuk dalam kajian
usul al-figh.*® Objek kajian usil al-figh sangat luas, oleh karena
itu perlu dibuat pembatasan dari masalah yang dikaji.

Pokok masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam tu-
lisan ini adalah tentang metode penalaran ¢ 7ili dalam pemikiran
Imam al-Ghazali. Metode ini tidak ditemukan dalam format
yang siap pakai dalam pemikiran Imam al-Ghazali, tapi terse-
bar dalam berbagai pembahasannya tentang fa 7il sebagai pokok
pikiran yang tidak utuh dan belum terintegrasi dalam satu topik.
Pemikiran ini mungkin saja mengandung kontradiksi antara satu
dengan lainnya, bahkan mengesankan inkonsistensi pendirian
al-Ghazali dalam menghargai al- %llah, khususnya al-‘llat al-qa-
sirah.

Tulisan ini berupaya menelusuri dan menyatukan pokok-
pokok pikiran al-Ghazali tentang ta7il, sehingga dapat ditarik
satu alur pemikiran yang dapat dipandang sebagai rambu bagi
penalaran fa 7ili versi al-Ghazali. Alur pemikiran ini diharapkan
dapat menjadi jalan yang akan memberi kejelasan bagi topik
penelitian, yaitu metode penalaran ta7ili (khususnya ta il al-
tasyri7) dalam pemikiran Imam al-Ghazili. Untuk mencapai

25 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh; Paradigma Penelitian Figh dan Figh
Penelitian, (Jakarta: Prenada Media, 2003), jil. I, hal. 50

26 Departeman Agama RI, Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi
Agama Islam Fakultas Syari’ah, (Jakarta: Depag RI, 1998), hal. 39
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tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji dipecah dalam be-
berapa bagian permasalahan yang diperincikan dalam tiga sub
masalah. Pertama, tentang bagaimana hakikat al-%llah dan ba-
gaimana metode penemuan al- /llah dalam pemikiran al-Ghazali.
Kedua, penelusuran tentang kondisi tertentu yang menurut al-
Ghazali dapat membuat al- 9llah memiliki kekuatan sebagai peng-
wajib hukum. Ketiga, tentang bagaimana metodologi penalaran
ta1il7 dalam pemikiran Imam al-Ghazali. Ketiga sub masalah ini
diharapkan akan mampu mengantarkan kepada tujuan pemba-
hasan, yaitu gambaran tentang metode penalaran ta 7ili dalam
pemikiran Imam al-Ghazali.

Al-Ghazali adalah tokoh yang menguasai berbagai cabang
ilmu. Al-Ghazili dikenal sebagai filosof Islam, tokoh mutakal-
limin, faqih, tokoh wusil al-figh, dan ahli logika.?” Pemikiran al-
Ghazali telah banyak dikaji oleh para peneliti, namun sisi yang
umumnya diteliti adalah pemikirannya dalam bidang tasawuf.
Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Margareth
Smith dalam bukunya yang berjudul Al-Ghazali The Mystic yang
diterbitkan oleh Kazi Publication, Lahore, Pakistan. Marga-
reth Smith meneliti pemikiran al-Ghazali yang terkait dengan
masalah mistik.

Pemikiran al-Ghazali tentang Usiil al-Figh juga sudah dika-
ji, antara lain yang dilakukan oleh Munif Suratmaputra. Peneli-
tian ini menekankan pada tinjauan filsafat hukum Islam dalam
pemikiran al-Ghazali, yaitu penerapan al-maslahat al-mursalah
yang dikaitkan dengan pembaharuan hukum Islam. Ia meny-
impulkan bahwa al-Ghazali menerima istisldh sebagai metode
istinbdt hukum dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat
ini dimaksudkan untuk menjaga agar dalam melakukan pemba-
haruan hukum lewat al-maslahat al-mursalah ini tidak merusak

27 Ibn al-Subki. Tabaqat al-Syafi‘iyyah al-Kubra. (Kairo: Matba‘ah ‘Isa al-Bab al-
Halabi, t.th.), hal. 197-202
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kaedah hukum Islam.

Berbeda dengan penelitian di atas, tulisan ini ingin meng-
kaji sisi lain dari pemikiran al-Ghazali, yaitu pemikiran al-Ghazali
di seputar permasalahan al- illah. Pemikirannya tentang al- illah
tersebar dalam beberapa topik bahasan dalam kitab-kitab uszl
al-figh-nya. Tulisan ini berkonsentrasi pada pemikiran al-Ghazali
tentang al- illah dalam kerangka penalaran fa 7ili. Sejauh ini, dira-
sakan belum ada satu kajian khusus yang mengupas pemikiran
al-Ghazali dalam lapangan usiil al-figh dari sisi ini. Penelitian ini
akan berusaha melihat pemikiran al-Ghazali, tentang kemandi-
rian al-‘lllah sebagai pengwajib hukum pada al-illat al-qdsirah
dan al-maslahat al-mursalah, ia tidak membatasi fungsi al- illah
hanya pada metode giyds? saja.

Tulisan ini juga akan menyinggung tentang istisldh, namun
dibicarakan dalam konteks keterkaitannya dengan fa7il. Oleh
karena itu tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa al-Ghazali
menerima keberadaan istisldh sebagai salah satu metode istin-
bdt, namun sisi yang akan diteliti adalah pada sejauh mana peran
al-‘illah dalam metode ini. Dengan kata lain apakah nilai masla-
hah pada metode istislah dapat digolongkan sebagai al-‘illat al-
tasyri‘iyyah atau tidak.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library
Research) yang dilakukan dengan menelaah literatur yang ber-
hubungan dengan topik yang diteliti. Sumber primer bagi kajian
ini adalah kitab-kitab wus#l al-figh karya Imam al-Ghazali, yaitu:
al-Mankhul min Ta liqat al-Usial, Syifa’ al-Ghalil; Bayan al-Syabh
wa al-Mukhil wa Masdlik al-Talil, Asds al-Qiyds dan al-Mus-
tasfa min ‘llm al-Usil. Sedangkan karya al-Ghazali dalam bidang
fikih serta kitab-kitab usil al-figh karya penulis lain merupakan
sumber sekunder bagi penulisan karya tulis ini.

Data dari kitab-kitab al-Ghazali yang berhubungan dengan
masalah yang sedang diteliti dikumpulkan dan diinventarisir. Hal
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ini dilakukan karena pemikiran al-Ghazali tentang masalah ta 7il
tersebar dalam berbagai karya tulisnya yang terkait dengan usz!
al-figh. Selain itu, peristilahan yang digunakan juga berbeda-be-
da, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang kompre-
hensif agar dapat diperoleh pengertian yang sedekat mungkin
sesuai dengan maksud penulis itu sendiri. Tak jarang penelitian
ini harus berkutat dengan aktivitas membandingkan gaya baha-
sa, konteks, redaksi dan istilah yang digunakan al-Ghazali dalam
beberapa karyanya tentang usil al-figh. Demikian juga dengan
sumber sekunder yang sangat dibutuhkan untuk menganalisis
pendapat-pendapat al-Ghazali. Untuk keperluan ini, harus dicari
kitab-kitab yang membahas tentang al- /llah dan al-maslahat al-
mursalah yang mendukung atau mengomentari pandangan al-
Ghazali.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penda-
pat-pendapat al-Ghazali seputar masalah penalaran fa 7ili akan
dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh dari kitab-kitab
usill al-figh-nya. Kemudian untuk melengkapi, memperjelas
atau sebagai bahan perbandingan, data ini ditambah dengan data
pendukung yang digali dari pemikiran us#liyin lain. Data pen-
dukung ini sangat dibutuhkan, karena al-Ghazali membahas ten-
tang fa 1il dalam konteks gzyds, ia membicarakannya dalam bing-
kai asl dan furii‘. Al-Ghazali melakukan penalaran fa 7ili, namun
diperlukan kajian perbandingan agar diperoleh gambaran yang
menjelaskan mengenai keberadaan metode penalaran fa 7ili ini
dalam pemikirannya.

Selanjutnya pendapat al-Ghazali akan dianalisa sambil
merujuk kepada pendapat para pakar us#l al-figh lain. Dengan
metode ini diharap akan didapatkan gambaran yang jelas
mengenai penghargaan al-Ghazali terhadap al-‘lat al-qdsivah
dan metode istisldh. Dari analisis ini diharapkan akan ditemukan
satu metodologi yang sistematis mengenai penalaran ta 777
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dalam pemikiran al-Ghazali.

Sistematika pembahasan disusun dalam enam bab pem-
bahasan, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama
merupakan pendahuluan yang di dalamnya dikemukakan latar
belakang permasalahan, rumusan dan tujuan pembahasan serta
ketertarikan penulis untuk mengkaji topik ini. Dalam bab yang
kedua, dibicarakan tentang kedudukan al-/llah dalam pensyari-
atan hukum. Pembahasan in1 dimaksudkan untuk memberi gam-
baran umum tentang eksistensi al- /llah dalam usaha penemuan
dan penetapan hukum dalam Islam. Objek pembahasan dipecah
dalam empat sub bab, sub bab pertama dimaksudkan untuk
memberikan gambaran umum atas kesepakatan ulama tentang
pen-ta lil-an hukum. Pembahasan ini menitik beratkan kajian
pada sisi permasalahan ilmu kaldm dan berusaha menguraikan
tentang status #md‘ yang dikemukakan oleh beberapa ulama.
Sub bab kedua memberikan gambaran tentang pendirian kaldm
dalam pemikiran tokoh yang diteliti. Sub bab ketiga berusaha
mempersempit kajian kepada essensi al- 1llah dengan mengkaji
pendefinisian al- Ullah, al-sabab dan al-hikmah dalam pemikiran
para usuliyiin. Inti pembahasan dari bab ini ditempatkan pada
sub bab keempat, dengan harapan, setelah memahami eksis-
tensi dan essensi al- illah, akan memudahkan pemahaman saat
mengkaji fungsi al-‘llah dalam pensyariatan hukum. Sub bab
terakhir berisi penjelasan tentang wilayah keberadaan al- ‘ulah,
yaitu pembahasan tentang hukum yang dapat di- %llah-kan.

Selanjutnya, bab ketiga berusaha memberikan gamba-
ran tentang hakikat al-‘7llah dalam pemikiran Imam al-Ghazali,
pembahasan bab ini dibagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama
berusaha mendeskripsikan kriteria al- tllah menurut al-Ghazali,
digunakan teminologi kriteria, karena diasumsikan bahwa
al-Ghazali tidak mendefinisikan al-‘%llah secara khusus seba-
gaimana dilakukan oleh ulama lain. Setelah memahami kriteria
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al-‘illah, sub bab kedua mengupas lapangan per-ijtihdd-an pada
al-‘illah. Baru kemudian pembahasan masuk dalam usaha me-
mahami hakikat al- %llah pada tataran operasional, yaitu sub bab
ketiga yang membahas tentang al-illah antara muta ‘addiyyah
dan gdsirah.

Kemudian Bab Keempat menitik beratkan bahasan pada
metode penemuan al- ‘illah, yaitu masdlik al-‘illah, permasalah-
an dipecah ke dalam tiga sub bab. Sub bab pertama menguraikan
tentang metode penemuan al-llah melalui dalil nagliyyah, sub
bab kedua tentang penemuan al- /llah melalui al-iymd‘ dan yang
ketiga penemuan al-llah dengan istidldl dan istinbat. Masing-
masing sub bab dipecah dalam beberapa sub masalah.

Setelah memahami hakikat al-‘%llah, pembahasan pada
bab kelima memasuki inti permasalahan yang ingin dikaji, yaitu
penalaran fa 77l7 Imam al-Ghazali. Pembahasan dibagi dalam tiga
sub bab, sub bab pertama menjelaskan perbedaan antara al-qiyds
dengan al-maslahah. Sub bab kedua membahas tentang hubu-
ngan antara al-maslahah dengan al-‘illat al-qdsirah. Kedua sub
bab ini dimaksudkan untuk memberi dasar pijakan bagi pemba-
hasan inti dalam sub bab ketiga, yaitu metode penalaran fa 7ili
menurut Imam al-Ghazali. Agar memperoleh kejelasan bagi kes-
impulan, pembahasan dipecah kepada penalaran ta 7ili pada asl,
dan penalaran fa 7ili pada furii ‘.

Bab terakhir yaitu bab keenam, merupakan bab penutup
yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-
saran bagi kelanjutan penelitian.

. 4 GF ..
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Bab Dua

Kedudukan al-’Illah
dalam Pensyariatan hukum

A. Kesepakatan Ulama tentang Pen-ta Til-an Hukum

Kata tail adalah masdar bagi kata kerja ‘allala
yang secara kebahasaan berarti tegukan yang kedua.! Se-
dangkan pada penggunaannya dalam terminologi us#ili-
yin, kata ta Til berarti menjelaskan al- ‘illah bagi sesuatu
(tabyin ‘illat al-syay’) dan menetapkannya dengan dalil
(ithbatuhu bi al-dalil). TaTil juga diartikan sebagai ses-
uatu yang dicarikan dalil padanya dengan perantaraan al-
‘Ulah atas apa saja yang di- “llah-kan.? Usaha pen-ta 7il-an
dilakukan oleh para ulama untuk kebutuhan menetapkan
sesuatu --yang dipandang sesuai-- sebagai tempat ber-
gantungnya hukum (mandat al-hukm), dan menjadi dasar
untuk meng-giyds-kan hukum.

Secara umum para ulama sepakat dengan peng-
gunaan al-‘illah sebagai dasar penetapan hukum, bahkan
Ibn al-H3jib (w. 646 H) menukilkan adanya #jmad‘ di
kalangan ulama tentang keharusan adanya al- ‘tllah bagi
hukum.? Al-Bannani (w. 1250 H) melukiskan; jika penda-

1 Ibn Manzir, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jil. XI, hal. 467,
468. Kalimat ‘allala berarti: .
o o e o 2 15 S RIR 2 e
2 Mustafa Syalabi, Ta'lil ::}I—Allkam, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah,
1981), hal. 12
3 Ibn al-Hajib, Mukhtasar al-Muntaha al-Usil, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah, cet. I, 2000), hal. 313
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pat di kalangan ulama Syéfi‘iyyah ditelusuri, maka ditemukan
pernyataan mereka bahwa hukum as/ ditetapkan dengan al-
‘llah, yang dimaksud dengan al- llah adalah motivasi atas pe-
netapan hukum (bd ‘ith ‘alayh), adapun pengetahuan mengenai
ketetapan hukum diperoleh melalui zass. Sementara kalangan
Hanafiyyah mengatakan bahwa hukum pada as! ditetapkan oleh
nass, dan nass merupakan media untuk mengenal ketetapan
hukum, adapun motivasi atas penetapan hukum (al-ba‘ith
‘alayh) adalah al-illah. Menurut Al-Bannini, kedua pernyataan
ini menunjukkan tidak adanya perbedaan pendapat antara ke-
dua golongan ini.*

Dalam pernyataan al-Bannani, tergambar bahwa kelom-
pok Syéafi‘iyyah dan Hanafiyyah sama-sama memahami al- ‘illah
sebagai al-bd ‘ith sehingga dinyatakan adanya ¢mad‘. Meskipun
demikian, ternyata ada perbedaan mendasar yang perlu dikriti-
si, yaitu perbedaan pendapat di kalangan mutakallimin dalam
hal men-ta il perbuatan Allah yang kemudian diyakini mem-
pengaruhi pandangan ulama dalam menilai essensi al-‘illah
dalam lapangan usil al-figh.® Hal ini perlu dikritisi, karena ke-
tika menyimak perdebatan mutakallimin tentang ta 1il, essensi
al-‘illah yang diperbincangkan dalam konfigurasi ilmu kaldm
adalah al- illat al-ghd’iyyah, yaitu tujuan pensyariatan (magqdsid
al-tasyri‘) yang dipandang sebagai motivasi (al-bd ‘ith) bagi al-
Syari‘. Namun ketika dibahas dalam lapangan us#l al-figh es-

4 Al-Bannani,Hdsyiyyah al-Allémah al-Bannani ‘ala Syarh al-Jalal Syams al-Din ibn
Ahmad al-Mahalli ‘alé Matn Jam’ Jawami* (Libanon: Dar Ibn ‘Abad, 1995), jil. II, hal.
234

5 Al-Razi, al-Mahsal fi “llm Usal al-Figh, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘1lmiyyah, 1988),
jil. 11, hal. 328. Hal ini terlihat dari komentar al-Razi ketika menjelaskan ragam
pendefinisian al-mundsabah dalam pembahasan usil al-figh. Menurut al-Razi,
para ulama yang menolak ta'lil, mendefinisikan mundsabah sebagai sesuatu yang
lazimnya sejalan dengan pandangan ahli pikir, sedangkan ulama yang menerima
ta'lil, menyatakan bahwa munasabah adalah sifat yang mengantarkan kepada
sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat.
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sensi al- lllah bergeser secara total, 1a dibahas sebagai al- /llah
bagi hukum, bukan lagi sebagai al- llat al-ghd 1yah.

a. Ta'il dalam pembahasan kalam.

Kesimpangsiuran adalah kesan pertama yang dirasakan
oleh siapa saja yang mengikuti pembahasan para usi#liyin ten-
tang al-‘illah, terutama jika mengikuti jejak perdebatan me-
reka. Oleh karena itu, pembahasan ini perlu dimulai dari dasar
pemahaman akidah (kaldm), guna memberi gambaran yang
mendasar bagi kajian ini selengkapnya.

Mustafa Syalabi mengklasifikasi perbedaan pendapat da-
lam lapangan akidah (kaldm) kepada empat pendapat.® Pertama
pandangan yang menolak pen-fa 7il-an terhadap perbuatan Al-
lah, dengan alasan jika Allah melakukan sesuatu dengan suatu
tujuan, berarti Allah butuh kepada yang lain untuk kesempur-
naan-Nya. Sedangkan memiliki kekurangan atau bersifat tidak
sempurna, mustahil adanya pada Allah. Oleh karena itu mus-
tahil perbuatan Allah didasari oleh al-‘illah tertentu, ini adalah
pendapat umum kalangan Asyad 27ah. Namun perlu dicatat bah-
wa ada sebagian pengikut Abi Hasan al-Asy‘ari yang ternyata
pendiriannya tidak sampai pada tingkat memustahilkan. Me-
reka justru berpendirian bahwa ta 7il tidak wajib, sebagai ke-
balikan dari pandangan Mu‘tazilah yang mewajibkan ta 7il ter-
hadap perbuatan Allah. Pendirian ini mengandung pengertian
bahwa pen-ta 7il-an terhadap perbuatan Allah dibolehkan, yaitu
di-7llah-kan dengan kemashlahatan.

Kedua, pendapat kebanyakan filosof yang juga menolak
pen-talil-an terhadap perbuatan Allah namun dengan alasan
yang berbeda. Para filosof mengatakan bahwa Allah melaku-
kan apa saja perbuatan-Nya tanpa memilih-milih. Sedangkan
pelaku perbuatan yang memiliki tujuan tertentu, akan memi-

6 Mustafa Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, hal. 97
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lih perbuatan yang sesuai dengan tujuannya. Dengan ini jelas
bahwa akal menolak penisbatannya kepada Allah.

Pandangan yang ketiga adalah pendapat yang mewajibkan
pen-falil-an perbuatan Allah, yaitu pendapat yang dikemu-
kakan oleh kelompok Mu‘tazilah. Menurut Mu‘tazilah, Allah
wajib memiliki alasan dalam melakukan sesuatu, tanpa suatu
alasan berarti perbuatan itu sia-sia, dan kesia-siaan adalah hal
yang mustahil bagi Allah.

Keempat, pendapat Maturidiyyah yang berpandangan
bahwa perbuatan Allah di-%/lah-kan dengan kemashlahatan
yang sebagiannya tampak secara jelas bagi manusia dan pada
sebagian kasus tersembunyi. Namun pen-ta 7il-an tidak sampai
pada tingkat wajib sebagaimana yang diyakini oleh Mu‘tazilah.
Untuk mempertahankan pendapatnya, para ulama yang me-
netapkan bolehnya men-fa il perbuatan Allah, memaparkan
berbagai ayat yang berisi fa 17l serta menjelaskan cara penun-
jukannya kepada al-‘illah.”

Sebagaimana diketahui, bahwa perdebatan dalam bidang
kaldm diawali oleh perbedaan pendapat tentang status dari
perbuatan manusia (al-kasb). Kelompok Mu‘tazilah berpendi-
rian bahwa manusia berbuat dengan kemampuan (qudrah)
yang dimilikinya sendiri, sedangkan Asy‘ariyyah menyatakan
bahwa perbuatan manusia dijadikan oleh Allah. Permasalahan
ini berlanjut kepada perdebatan tentang kemampuan akal da-
lam mengenal baik-buruknya suatu perbuatan (al-husn wa al-
qubh). Kelompok Mu‘tazilah menyatakan bahwa akal mampu
mengenal dan membedakan nilai baik dan buruknya suatu per-
buatan. Sebaliknya, kalangan Asy‘ariyyah justru menolak dan
berpendirian bahwa baik buruknya suatu perbuatan hanya dapat
diketahui melalui ungkapan nass. Perdebatan ini tidak berhenti

7 Lebih lanjut lihat; Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Syifa’ al-Alil fi Masd'il al-Qada’
wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta'lil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hal. 190-204
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sampai di sini, malah berlanjut kepada persoalan; apakah Allah
wajib berbuat baik atau tidak? Kelompok Mu‘tazilah berpenda-
pat bahwa Allah wajib berbuat baik dan pendapat ini ditolak
oleh Asy‘ariyyah, lalu perdebatan sampai kepada permasalahan
boleh tidaknya men-ta 7il perbuatan Allah.

Kalangan Asy’ariyyah menyatakan bahwa men-ta 7il
perbuatan Allah tidak boleh, karena dapat menimbulkan sifat
kekurangan bagi Allah. Sebab, dengan adanya maksud atau tu-
juan yang memotivasi-Nya berbuat, berarti Allah butuh kepada
yang lain untuk kesempurnaan-Nya. Jelasnya, suatu maksud
atau tujuan yang menjadi motivasi, bisa saja kembali manfaat-
nya kepada Allah sendiri atau kepada yang lain. Jika dikatakan
bahwa manfaat itu kembali kepada diri-Nya, maka ini jelas
mustahil, sedangkan jika manfaat itu kembali kepada yang lain,
maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, adakala sesuatu
yang memotivasi-Nya itu lebih utama (al-awld) dari yang lain
sehingga menjadi tujuan-Nya. Sikap memilih yang lebih utama,
memang menunjukkan sifat kesempurnaan (al-kamdal), namun
kesempurnaan ini dihasilkan dengan perantaraan sesuatu yang
lain, hal ini membuka peluang bagi berperannya sesuatu --se-
lain Allah-- dalam mewujudkan sifat kesempurnaan bagi Al-
lah, dan ini jelas mustahil. Adapun kemungkinan yang kedua
(memilih sesuatu yang buruk), tidak dapat digolongkan sebagai
tuyjuan bagi-Nya, karena tidak termasuk dalam sesuatu yang
layak dipertimbangkan.

Sementaraitu, mereka yang mewajibkanfa 77l menyatakan
bahwa perbuatan Allah akan sia-sia jika tidak memiliki al- Gllah,
yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan makhluk.
Oleh karena itu, perbuatan Allah wajib memiliki al-%llah, ini
adalah pendapat yang dipegang oleh kalangan Mu‘tazilah. Ber-
beda dengan Mu‘tazilah, kalangan al-Maturidiyyah memilih
sikap untuk berpendirian pada posisi tengah, mereka tidak
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memustahilkan dan tidak mewajibkan. Al-Maturidiyyah mem-
bolehkan ta 7il perbuatan Allah dalam menetapkan hukum se-
bagai karunia (fafddul), namun tidak sampai pada tingkat me-
wajibkannya.

Dari rangkaian perdebatan kaldmiyyah yang secara ring-
kas dikemukakan di atas, tergambar bahwa permasalahan ta 7il
dibahas dalam lingkup motivasi (al-bd ‘ith) bagi perbuatan Al-
lah. Konteks pembicaraannya pun berkisar pada efek penis-
batannya kepada Allah, pihak pertama menyatakan bahwa pe-
nishatannya dapat menimbulkan sifat kekurangan bagi Allah.
Sebaliknya, menurut pihak kedua, penisbatannya kepada Al-
lah justru menimbulkan sifat kesempurnaan bagi Allah, malah
penafiannya yang mengakibatkan kekurangan bagi Allah. Dari
kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa al- /llah yang diperde-
batkan dalam pembahasan kaldm adalah al-‘illat al-ghd’iyyah.
Yaitu sesuatu yang merupakan motivasi bagi al-Sydri‘ dalam
menetapkan hukum (al-bd ‘ith), maksud atau tujuan yang hen-
dak dicapai melalui suatu ketetapan (al-ghard/maqdsid al-tasy-
7i‘) yang lazim disebut sebagai al-hikmah.

b. Ta'il dalam pembahasan usiil al-figh

Dalam perkembangan wusil al-figh, dikenal adanya dua
kelompok yang memiliki perbedaan wus#li yang signifikan
secara metodologis. Kelompok pertama disebut aliran #mau-
takallimin yang secara umum sebutan ini dimaksudkan bagi
golongan Syéifi‘iyyah, mereka mengikuti metode Imam al-
Syafi? dalam penyusunan usil al-figh. Mereka disebut sebagai
mutakallimin karena para pakar golongan ini terdiri dari ahli
ilmu kaldm. Golongan ini juga dikenal dengan sebutan jumhiir
al-‘ulama’, karena diikuti oleh mayoritas ulama dari kalangan
Malikiyyah, Syéafi‘iyyah dan Hanabilah. Sedangkan kelompok
yang kedua disebut aliran fugahd’, yaitu aliran Hanafiyyah yang
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terdiri dari ahli-ahli fikih. Dalam penulisan us#l al-figh mereka
banyak menggunakan contoh-contoh fikih dan berpedoman ke-
pada pendapat fikih Imam Ab( Hanifah.?

Menurut Muhammad Ab( Zahrah, ulama kalangan
Syéfi‘iyyah menekuni usi#il al-figh bukan dalam rangka membe-
la mazhabnya. Dalam artian, bukan untuk memperkuat kepu-
tusan dan pendapat fikih yang ada dalam mazhab Syafi‘. Tetapi
mereka bertujuan untuk mendapatkan metode istinbdt yang
benar dan merumuskan timbangan bagi 7a’y secara umum.
Berbeda dengan ulama kalangan Hanafiyyah, yang menekuni
per-istinbdt-an usil al-figh karena termotifasi untuk membela
fikih ulama Irak (Figh al-‘Irdqi) secara umum, dan dalam ling-
kup yang lebih khusus, untuk memperkuat fikih Hanafiyyah.®

Dalam bidang akidah, kelompok Syéifi‘lyyah umumnya
menganut paham Asy‘ariyyah yang dalam perkembangan ke-
mudian dipandang telah mapan sebagai pegangan akidah ma-
zhab ini. Pendirian mereka agaknya cukup terwakili dalam
deskripsi al-Mahalli (w. 864 H) ketika memberi komentar atas
matn kitab Jam‘ al-Jawami‘. Al-Mahalli mengatakan, bahwa
kami dari kalangan Syéafi‘iyyah menafsirkan al-‘illah sebagai
al-mu ‘arrif, dan tidak sama sekali menafsirkannya sebagai al-
ba‘ith. Kami menolak siapa saja yang menafsirkannya sebagai
al-ba‘ith, karena Allah tidak termotivasi oleh sesuatu pun.
Barangsiapa dari golongan fugahd’ menyebutkannya sebagai
al-ba ‘ith, maka yang dimaksud adalah motivasi (al-ba ‘ith) bagi
mukallaf.*

Sedangkan kelompok Hanafiyyah menganut paham aki-

8 Effendi, Satria, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 23-25.

9 Abi Zahrah, “Al-Ghazali al—Fagih" dalam Abii Himid al-Ghazali, (Mesir: al-M -
jlis al-A'la li Ri‘ayat al-Funiin wa al-Adab wa al-‘Ulam al-ljtima‘iyyah, 1962 M/1382
H), hal. 530

10 Al-Mahalli, Jalal Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad, Syarh Matn Jam*
Jawami‘, (Libanon: Dar Ibn ‘Abtd, 1995), jil. II, hal. 234
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dah Maturidiyyah, sikap umum dari kelompok ini adalah mema-
hami al- lllah dalam artian al-ba ‘ith. Kedua kelompok ini mem-
bahas permasalahan fa 77l dalam konsepsi yang berseberangan
dengan pendapat Mu’tazilah yang mewajibkan adanya al- ‘illah
bagi perbuatan Allah. Dengan didasari paham Asy‘ariyyah,
golongan Syafi‘lyyah menolak secara penuh pen-fa il-an per-
buatan Allah, sedangkan Hanafiyyah, dengan berbekal akidah
al-Maturidiyyah, mereka membolehkan #a 7il dalam arti tidak
wajib.

Namun herannya, ketika dibahas dalam lapangan us#! al-
figh, golongan Hanafiyyah malah menyatakan bahwa al-‘illah
adalah motivasi yang tidak berfungsi sebagai pengwajib hu-
kum. Misalnya Sadr al-Syari‘ah (w. 242 H), ia mengatakan bah-
wa al- ‘illah adalah motivasi (al-ba ‘ith), tapi dijelaskannya seba-
gai motivasi yang tidak menjadi pengwajib hukum (al-ba ‘ith ld
‘ala sabil al-1jab). Artinya i1a adalah sesuatu yang mencakup al-
hikmah yang dimaksudkan oleh al-Sydri‘ dalam pensyariatan
hukum (ay, al-musytamil ‘ald hikmah magqsiidah li al-Syari‘ fi
syar‘thi al-hukm). Artinya, bahwa yang dimaksud dengan al-
‘llah adalah sesuatu yang mencakup al-hikmah, di mana hu-
kum menjadi ada dengan adanya al- llah yang berperan dalam
mewujudkan al-hikmah .!*

Dari pendefinisian ini terlihat, bahwa pembicaraan ka-
langan Hanafiyyah tentang al- t/lah dalam lapangan us#l al-figh
telah bergeser kepada sifat yang jelas (wasf zahir) yang me-
ngandung al-hikmah. Padahal dalam keyakinan akidah, mereka
mengakui bolehnya men-fa 77l perbuatan Allah, lantas mengapa
mereka tidak men-fa il dengan al-hikmah yang merupakan
motivasi (al-ba ‘ith) atau disebut al-illat al-ghd’iyyah yang me-
rupakan tujuan pensyariatan hukum. Di pihak lain, kalangan

11 sadr al-Syari‘ah, al-Tawdih li Matn al-Tangih fi Usil al-Figh,(dalam Syarh al-
Talwih ‘ald al-Tawdih), (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, t.th.), jil. II, hal. 134
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Syéfi‘iyyah yang menolak fa7il, malah kemudian menerima
qiyds yang operasionalnya berdasarkan al-%llah. Kondisi ini
memperlihatkan adanya kontradiksi antara keyakinan akidah
dengan sikap mereka dalam lapangan usil al-figh. Di sisi lain,
timbulnya kontradiksi ini mengindikasikan adanya perbedaan
antara hakikat al- 7/llah dalam keyakinan akidah dengan hakikat
al-‘illah dalam lapangan usil al-figh.

Bagi sebagian peneliti, kontradiksi ini menjadi indikator
untuk menyimpulkan bahwa perdebatan tentang fa 7il dalam
lapangan kaldm, tidak ada hubungannya dengan pembahasan
al-illah dalam bidang wusdl al-figh. Salah seorang di antaranya
adalah Muhammad Sa‘ld Ramadan al-Bti, ia menyimpulkan
bahwa al- ‘illah yang ditolak oleh Asy‘ariyyah adalah al- ‘illat al-
‘aqliyyah yang dibahas oleh para filosof sebagai al-‘llah yang
mewajibkan hukum dengan sendirinya. Ini jelas tidak sama
dengan al-llah yang dimaksudkan dalam pembahasan wus#! al-
figh, jadi di sini tidak ada pertentangan karena objek keduanya
jelas berbeda.'?

Kesimpulan al-Buti dapat menjadi sumber inspirasi,
untuk mengkritisi kenyataan bahwa definisi al-‘llah terus
menerus dipertentangkan sepanjang sejarahnya. Masalah yang
muncul adalah konsekwensi dari upaya mendefinisikan al- ‘tllah
agar sinkron dalam kedua bidang ilmu ini. Masing-masing ke-
lompok tidak menerima begitu saja definisi yang telah dibuat
oleh pendahulunya, mereka terus berupaya menyempurnakan
definisi tersebut. Namun, setiap kali diperbaharui, selalu saja
ada kontradiksi yang muncul. Kelompok yang menolak ta 7il
mendefinisikan al-‘llah sebagai al-mu‘arrif dengan maksud
menjauhkannya dari pemahaman al-llah sebagai al-ba‘ith, al-
mit’aththir atau al-miyib. Namun generasi penerus, melihat

12 Al-Bati, Muhammad Sa‘id Ramadan, Dawabit al-Maslahah. (Beirut:
Md{’assisah al-Risalah, 1992), hal. 89.
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adanya kekurangan pada sikap yang dipertahankan oleh para
pendahulunya.

T4j al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali al-Subki (w 771 H)
dalam kitab Jam* al-Jawdmi‘ menyatakan bahwa definisi al-
‘llah yang dikemukakan oleh ahl al-haqq adalah al-mu ‘arrif li
al-hukm (tanda bagi hukum). Ia menjelaskan, bahwa sifat me-
mabukkan (al-iskdr) dipahami sebagai al- /llah dengan makna;
bahwa ia menjadi tanda (mu ‘arrif/’alémah) bagi haramnya mi-
numan yang memabukkan, seperti khamr dan nabidh.”* Menu-
rut Mustafa Syalabi, definisi ini sangat bernuansa Asy‘ariyyah,
setidaknya terlihat dari dua hal; pertama, mencerminkan pe-
nolakan terhadap definisi lain dalam konteks bahasan kaldm,
yaitu dari sudut pandang bahwa hukum Allah tidak di-%/lah-kan
dengan tujuan (ghard), motivasi (al-ba ‘ith) dan bukan pengwajib
hukum (al-7jab). Kedua, pendefinisian yang berusaha menghin-
dari penggunaan kata yang berpotensi terpahami sisi konotatif-
nya (lafz muwahham).**

Dari analisa Mustafa Syalabi, terlihat adanya usaha dari
para usuliyiin agar pendefinisian al-‘tllah dalam bidang kajian
ustl al-figh tidak bertentangan dengan keyakinan akidah yang
mereka anut. Dan bagi ulama Syafi‘iyyah yang menolak fa 7il,
mendefinisikan al- /llah sebagai tanda (al-mu ‘arrif/al- ‘alamah),
jelas memperlihatkan usaha ini. Sepintas lalu, usaha ini cukup
berhasil, karena dengan sebutan al-mu ‘arrif, mereka telah ber-
hasil menghindari terpahaminya al- %llah sebagai al-ba‘ith da-
lam pendefinisian yang mereka gunakan. Lalu dinyatakan bah-
wa al-illah adalah berupa sifat yang mengandung al-hikmah
(wasfan dabitan li al-hikmah), bukan al-hikmah itu sendiri, dan

13 1bn al-Subki, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali, Jam* Jawdmi*, (Libanon: Dar
Ibn ‘Abtid, 1995), jil. I, hal. 232

14 Mustafa Syalabi, Ta'lil al-Alkam, hal. 121
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ini menjadi salah satu syarat bagi sahnya al- ‘illah.'®

Dalam konteks ini, pergeseran perspektif dari al-‘illah
sebagai motivasi (al- illat al-ghd’iyyah/al-ba ‘ith) dalam bahasan
kaldm, kepada sifat yang mengandung al-hikmah (wasfan dabi-
tan li al-hikmah) dalam bahasan wusil al-figh, adalah bentuk
dari usaha ulama Syéafi‘lyyah dalam menyesuaikan definisi al-
‘llah dengan akidah yang dianutnya. Sebaliknya bagi kalangan
Hanafiyyah, dengan mengalihkan fa 17l kepada sifat (wasf zahir),
malah mengesankan pergeseran mereka dari paham Maturidi-
yyah yang membolehkan fa 17l dan pemaknaan al- tllah sebagai
motivasi (al-bd ith). Karena sebutan “tanda” dalam konteks si-
fat yang mengandung al-hikmah, hanya cocok dalam lingkup
keberadaan wasf zahir sebagai tanda bagi hukum saja.

Usaha ulama Syafi‘lyyah untuk menyesuaikan definisi
al-‘illlah dengan paham akidah Asy‘ariyyah tidak sepenuhnya
tercapai, sikap mereka yang menjadikan wasf zahir sebagai al-
illah dan mendefinisikannya sebagati al-mu ‘arrif belakangan
mendapat kritikan keras, misalnya oleh al-Razi (w. 606 H). Ia
mengatakan bahwa al- 1lah bukan lah sekedar al-mu ‘arrif, jika
dipahami hanya sebagai al-mu ‘arrif, maka definisi ini tertolak.
Alasannya, karena definisi ini memberikan pemahaman bahwa;
hukum pada as! dikenali dengan perantaraan sifat tertentu yang
mengandung al-hikmah. Sedangkan sifat itu sendiri, baru dapat
diketahui keberadaannya sebagai al-‘lllah, setelah mengenal
hukum (yang mengantar kepada al-hikmah), lalu bagaimana
sifat itu dapat menjadi tanda bagi hukum?!® Dari perspektif
kritikan al-Razi, definisi ini menjadi penjelasan yang berputar-
putar (dawr), harusnya “tanda/dalil” menjadi penuntun untuk
mengenal “yang ditandainya/madlil”, bukan sebaliknya.

15 [bn al-Subki, Jam* Jawdmi’, hal. 239
16 Al-Razi, al-Mahsal fi ‘llm Usal al-Figh, jil. 11, hal. 310
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Al-Bannini menukilkan pengakuan dari sin mim,'” yaitu
Ibn Qasim al-‘Ubadi (w. 994 H),'® bahwa definisi ini mengan-
dung kerancuan, kecuali jika yang dimaksud dengan al-hikmah
adalah pengetahuan akan terwujudnya al-hikmah, bukan ke-
terwujudan al-hikmah itu sendiri.’® Tetapi di kalangan usiili-
yin, umumnya al-hikmah dipahami sebagai maslahah yang
terwujud dengan ketetapan hukum. Akibatnya, definisi al- ‘illah
sebagai tanda hanya sesuai untuk mendefinisikan al- llah pada
furi’, bukan al-‘llah pada asl (nass), karena hukum pada as/
ditetapkan oleh ungkapan nass, jadi al-hikmah tidak diperlukan
lagi sebagai tanda. Di sisi lain, menurut al-Rizi penggunaan
kata tanda (al-mu ‘arrif) hanya menunjukkan kepada wasf zahir,
tidak mencakup al- ‘illat al-mustanbatah (alasan logis deduktif).
Karena al-“llat al-mustanbatah adalah al-hikmah yang dike-
tahui setelah menggali dan memahami ketetapan hukum dari
nass. Jika kata tanda dipertahankan, maka definisi al-/lah ha-
rus dikaitkan dengan penetapan hukum pada furi, jika tidak
akan terjadi dawr. Maka definisi al-illah menjadi tanda bagi
hukum pada furi‘ saja, (al—mu ‘arrifah i hukm al-far* faqat),
karena hanya hukum pada fur# ‘ yang ditetapkan dengan tanda,
dan madlil tidak pernah bisa lepas dari dalil.?°

Dari pembahasan ini terlihat, bahwa penggunaan kata al-
mu ‘arrif dalam pendefinisian al- /llah selalu menimbulkan ker-
ancuan. Juga terlihat bahwa pendefinisian al-‘%/lah tidak bisa
lepas dari pemahaman al- ‘illah sebagai al-bd‘ith. Oleh karena

17 Al-Hafnawi, Ibrahim, Mustalahdt al-Fugahd’ wa al-Usiliyin, (Mesir: Dar al-
Salam, cet. II, 2007), hal. 140. Dalam kitab-kitab fikih Syafi‘iyyah, singkatan sin-
mim digunakan sebagai inisial bagi Ibn Qasim al-‘Ubadji.

18 Al-Syarwani, Hawadsyi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), jil. 1, hal. 4.
Nama aslinya adalah Syihab al-Din al-‘Ubadi al-Qahirah al-Syafi'i, meninggal pada
tahun 994 H.

19 Al-Bannani, Hasyiyyah..., jil. 11, hal. 237
20 Al-Razi, al-Mahsal fi ‘llm Usil al-Figh, jil. 11, hal. 311
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itu, Al-Bannani menyimpulkan, bahwa keberadaan al- illah se-
bagai al-bad ‘ith tidak bisa dihindari, termasuk oleh mereka yang
mendefinisikan al-illah sebagai al-mu ‘arrif. Menurut al-Ban-
nani, mereka menggunakan kata al-mu ‘arrif pada yang seha-
rusnya dipakai kata al-ba ‘ith sebagai upaya untuk menghindari
bias (al-tham) atau kemungkinan distorsi, walau pun maksud
yang sebenarnya adalah sama.?!

Sampai di sini, ditemukan kenyataan bahwa para us#liyin
telah beralih dari al-illat al-ghd’iyyah yang berarti memaknai
al-‘illah sebagai al-ba ‘ith, kepada kesepakatan menjadikan sifat
yang jelas (wasf zahir) sebagai al-‘illah. Bahkan menurut Al-
Amudi, sikap ini telah menjadi kesepakatan (konsensus/ijma°‘)
para usuliyiin.?? Sekilas sikap ini hanya sesuai bagi mereka yang
menolak pen-fa 7il-an perbuatan Allah, karena dengan mejadi-
kan wasf zahir sebagai al- ‘illlah dengan makna al-mu ‘arrif, me-
reka terlepas dari pemaknaan al- /llah sebagai al-ba ‘ith. Namun
dalam penjabarannya kemudian, definisi mereka tidak mampu
mencakup seluruh aspek dari al- %llah. Akibatnya, mereka jus-
tru gagal untuk menghindar dari pemaknaan al-llah sebagai
al-ba‘ith. Jadi dapat disimpulkan, bahwa definisi yang mereka
kemukakan tidak memiliki j@mi “ dan mani”.

c. Tentang keberadaan jma‘dalam masalah taTil

Dalam pembahasan sebelumnya telah terlihat adanya per-
bedaan konteks dalam pembicaraan al- %/lah antara bahasan ka-
lam dan usil al-figh. Dalam pembahasan kaldm, al-‘illah dilihat
dari sisi hubungannya dengan sifat Allah, yaitu sempurna dan
tidaknya Allah jika perbuatan-Nya di-fa 7il. Sedangkan dalam

21 Al-Bannani, Hasyiyyah..., jil. 11, hal. 238

22 al-Amudi, Al-lhkdm fi Usil al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
t.th.), jil. Ill, hal. 170
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lapangan usiil al-figh, al-‘illah dilihat dari sudut pensyariatan,
yaitu patut tidaknya al- /llah menjadi dasar pensyariatan suatu
hukum. Jika disepakati bahwa hakikat al-‘1llah dalam pemba-
hasan usiil al-figh berbeda dengan al- 4llah dalam pembahasan
kaldm, maka jelas bahwa golongan mutakallimin dan fuqahd’
sepakat (ymd‘) memaknai al-‘llah sebagai al-bd‘ith dalam
lapangan usiil al-figh. Karena nyatanya golongan mutakallimin
tidak sepenuhnya lepas dari pemaknaan al-%llah sebagai al-
ba‘ith. Sebaliknya, jika al- llah dalam pembahasan usil al-figh
sama dengan al- 1llah dalam pembahasan kaldm, lalu apakah ini
dapat dipandang sebagai ijmd‘, atau bagaimana bentuk ma
yang dimaksudkan oleh para ulama dalam masalah ini?

Dalam Kkitab al-Bahr al-Muhit, al-Zarkasyi (w. 794 H)
menunjukkan upaya penyatuan pendapat kedua golongan ini
dan mencoba memberi gambaran tentang adanya ijmd. Al-
Zarkasyi menjelaskan, bahwa pendapat yang terkenal di kala-
ngan mutakallimin adalah menolak pen-ta 7il-an hukum Allah.
Sementara pendapat yang masyhur di kalangan fugahd’ adalah
menerimanya, sedangkan makna al-‘7/lah umumnya dipahami
sebagai motivasi atas penetapan hukum (al-ba ith). Akibatnya
kebanyakan orang memahami bahwa al-/llah adalah motivasi
bagi al-Sydri‘ dalam menetapkan hukum, sehingga terjadilah
perbedaan pendapat antara mutakallimin dan fuqahd’. Padahal
tidaklah demikian dan tidak ada perbedaan pendapat, karena
yang dimaksud dengan al- tllah adalah motivasi atas perbuatan
mukallaf. Misalnya pemeliharaan jiwa, maka ia merupakan al-
‘llah yang menjadi motivasi bagi ¢gisds yang merupakan per-
buatan mukallaf yang ditetapkan hukumnya oleh syar".

Adapun hukum syar°, tidak di-‘/lah-kan dan tidak memi-
liki motivasi, karena al-Sydri* mampu mewujudkan pemeli-
haraan jiwa tanpa semua itu. Hanya saja ketetapan itu terkait
dengan pemeliharaan jiwa yang merupakan tujuan dari qisds
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dan perbuatan itu sendiri. Pemeliharaan jiwa adalah tujuan
yang dikehendaki oleh al-Sydri‘, demikian juga gisds, adalah
perantara (wasd’il) yang mengantarkan kepada terpeliharanya
jiwa yang juga dikehendaki oleh al-Sydri ‘.

Al-Zarkasyi menambahkan, bahwa Allah memberlakukan
adat di mana ¢isds menjadi sebab bagi pemeliharaan jiwa. Dari
itu dipahami bahwa, jika hukum ini diterapkan, maka mukal-
laf akan mendapat dua pahala. Pertama dipahami dari adanya
perintah yang jelas dalam firman Allah dalam surat al-Bagarah
ayat 179:

(W A . oA S ST T

Hai ovang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisds berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh... (Q.S. al-Baqarah: 178)

Kedua, dipahami dengan melakukan per-istinbdt-an dan
keyakinan (al-imdn) akan kandungan makna dari firman Allah:

/}C/ }/W/ a:a : 4 o, }/
(8 55,0 55 SR Y 1 B3l ol 2l 355
Dan dalam qisds itu ada (Gaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqua. (Q.S. al-Baqarah: 179)

Menurut al-Zarkasyi, ini berlaku bagi semua ketentuan syariat.
Oleh karena itu, pada setiap hukum yang dapat dinalar kan-
dungan maknanya (ma‘qil al-ma‘nd) terdapat dua maksud
yang dikehendaki syar‘. Pertama al-ma‘nd itu sendiri, kedua,
perbuatan yang mengantarkan kepada al-ma‘nd yang dimak-
sudkan. Maka, ma nd adalah motivasi bagi perbuatan, bukan
motivasi bagi al-Sydri ‘.

Terlihat sikap al-Zarkasyi dalam uraiannya tidak jauh
berbeda dengan wusiliyiin lainnya, ia memulai dari perbedaan

23 Al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhit, (Kairo: Dar al-Kutub, cet. ketiga, 2005), jil.
VI, hal. 158-159
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pendapat dalam pembahasan kaldm. Ini menunjukkan keyaki-
nan usliyiin bahwa masalah ta 7il adalah cabang dari persoalan
akidah. Kemudian al-Zarkasyi mempertemukan #jmd‘ pada pe-
maknaan al-illah sebagai al-bd‘ith (motivasi) bagi perbuatan
mukallaf. Lalu ia menjelaskan pada contoh di atas, bahwa pe-
meliharaan jiwa yang merupakan tujuan gisds adalah sesuatu
yang dimaksudkan perwujudannya oleh Allah. Pada tataran
ini, maksud yang disampaikan oleh al-Zarkasyi menjadi sama
dengan keyakinan golongan fugahd’. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa perbedaan keyakinan dalam akidah hanya
menghasilkan perbedaan istilah, mereka yang mebolehkan
ta il menyebut al- ‘illlah sebagai al-bad ‘ith bagi al-Sydri‘, sedang
mereka yang tidak membolehkan fa 7il, menyebutnya sebagai
al-ba ‘ith bagi perbuatan mukallaf.

Perlu diperhatikan, dalam pembahasan usil al-figh, al-
‘llah dibahas terkait dengan kebutuhan untuk peng-qiyds-an,
sedangkan dalam kajian ilmu kaldm, al-‘illah dibahas tanpa
memperhatikan keberadaannya sebagai unsur penetap hukum
pada kasus baru (furit ‘). Oleh karena itu, pendefinisian al- ‘1llah
dalam ilmu %aldm, lebih kepada usaha menggambarkan posisi
al-‘illah atau status fa 7il dalam akidah. Sementara dalam kajian
usil al-figh, ia didefinisikan dalam lingkup pen-ta ‘diyah-an
hukum, selain juga untuk menggambarkan hakikat al-‘illah.
Akibatnya, ketika hakikat al- %llah ingin didefinisikan, para ahli
kaldm cenderung untuk hanya memperhatikan keberadaan
al-‘llah dalam nass, terkait dengan penetapan hukum oleh
al-Syari‘. Hukum pada nass memang jelas ditetapkan oleh al-
Syari‘, namun di sisi lain, para us#liyiin melihat bahwa hukum
pada kasus yang tidak disebutkan oleh nass (furii) tidak
ditetapkan secara langsung oleh al-Sydri‘. Ia justru ditetapkan
melalui peran al- illah,?* dan dipandang sebagai ketetapan yang

24 Kalangan Hanafiyyah menyatakan bahwa al-‘illah berperan sebagai al-
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tidak keluar dari ketentuan Allah (fawqifi). Hal inilah yang
kemudian menimbulkan keraguan tentang hakikat al-‘llah
sebagai pengwajib wujudnya hukum. Jadi wajar saja jika muncul
perbedaan pendapat tentang hakikat al-%llah ketika dikaitkan
dengan keyakinan akidah dalam pembahasan kaldm.
Meskipun ada perbedaan pendapat yang dikatakan ber-
akar dari pembahasan kaldm, namun ternyata para wusiliyin
memiliki kesamaan maksud dalam memaknai al- /llah sebagai
al-ba ‘ith pada pembahasan usil al-figh. Jadi dapat dikatakan bah-
wa iymd‘ hanya terjadi pada pengakuan bahwa hukum memang
didasarkan kepada maslahah. Karena kelompok Asy‘ariyyah
juga tidak membantah bahwa perbuatan Allah dalam menetap-
kan hukum tidak terlepas dari al-hikmah yang dikandungnya,
yaitu mewujudkan maslahah dan menolak mafsadah. Namun
demikian, imd‘ yang dikemukakan oleh sebagian us#liyiin ini
juga masih dipertanyakan oleh kelompok usitliyiin lainnya.
Menurut Mustafa Syalabi, mereka yang mempertanyakan
keabsahan al-iyjmd‘ ini mengemukakan adanya empat aliran
pendapat yang berbeda dalam masalah ta 77l yang dapat merusak
konsensus. Pertama, tidak boleh men-falil dengan al-‘llah
kecuali jika ada dalil yang menunjukkan secara khusus bahwa
ia di-%llah-kan. Pendapat kedua, menyatakan bahwa nass di-
‘llah-kan dengan setiap sifat yang patut menjadi al-‘illah dan
tidak membutuhkan kepada dalil, kecuali jika ada pertentangan
antara dua sifat. Pendapat ketiga, bahwa asal pada nass adalah
ta il dan dalam pencarian al- illah tidak butuh kepada dalil yang
menunjukkan bahwa ia di- %llah-kan. Ditambahkan bahwa tidak
sah men-fa 7il dengan semua sifat yang ada, bahkan sifat harus
ditentukan dengan dalil. Keempat, dinyatakan bahwa dasar

muthbit (penetap) hukum pada furii, sedangkan kalangan Syafi‘iyyah menyebut
al-‘illah sebagai al-muzhir (yang menjelaskan) status hukum pada furii‘, karena yang
menetapkan hukum (al-muthbit) adalah Allah Swt..
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hukum adalah ta7il, tetapi harus menempuh jalur masdlik
al-llah sebelum menentukan al-%llah-nya, gunanya untuk
mengetahui al- /llah pada nass terkait.

Dariperspektifgugatanini, Mustafa Syalabimenyimpulkan
bahwa ijma‘ berlaku pada sebagian masalah fa 77l dan berbeda
pada sebagian lainnya. Letak perbedaan (khildf) menurutnya
adalah pada pen-ta7il-an seorang mujtahid terhadap hukum
yang telah ditetapkan oleh al-Sydr:‘ melalui nass, yang tujuan
pen-talil-annya adalah untuk meng-giyds dan men-ta‘diyah
hukum kepada furit ‘. Sedangkan i7ma‘ terjadi dalam hal melihat
kenyataan bahwa hukum tidak boleh tidak, harus memiliki al-
‘illah sebagai tempat bergantungnya.?

B. Pemikiran Kalamiyyah Imam al-Ghazali tentang Ta il

Selain dari pemikiran yang berkembang di kalangan
Mu‘tazilah, Syéafi‘lyyah dan Hanafiyyah, dalam perkemba-
ngan berikutnya, ragam pemikiran ini bertambah, salah satu-
nya adalah pemikiran Imam al-Ghazali. Kelihatannya sebagian
ulama menganggap pemikiran Imam al-Ghazali sebagai satu
aliran tersendiri, sehingga dipilah dari pemikiran yang sudah
berkembang sebelumnya. Namun ada juga sebagian ulama
yang menginterpretasi dan menafsirkan pemikiran al-Ghazali
sesuai dengan pemahaman umum kalangan Syafi‘iyyah.

Sepertinya interpretasi itu harus dipertanyakan kembali,
karena jika sejarah perkembangan mazhab fikih diperhatikan,
ternyata tidak semua pengikut mazhab sepenuhnya mengikuti
pola pemahaman akidah imamnya, termasuk mazhab Syafi‘. Di
samping itu, perbedaan pendapat pada bagian tertentu dalam
hal pemikiran kaldm dianggap lumrah dan sah-sah saja. Terkait
dengan hal ini, maka dirasa perlu untuk sejenak menelusuri
pemikiran al-Ghazali tentang permasalahan fa 77l dalam bidang

25 Mustafa Syalabi, Ta‘lil al-Ahkdm, hal. 105
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kaldm. Namun sebelum itu, ada baiknya dikemukakan terlebih
dahulu pandangan beberapa tokoh terhadap pemikiran Imam
al-Ghazali.

a. Pandangan beberapa tokoh
1. Al-Raz (w. 606 H)

Al-Razi menyimpulkan bahwa definisi al- 7/lah menurut
al-Ghazali adalah al-mii aththir bi ja 'l Alldh, yaitu sesuatu yang
dijadikan oleh Allah sebagai pengwajib hukum (memiliki peran
dalam mewajibkan hukum). Setelah menyatakan bahwa ini
adalah definisi yang dibuat oleh al-Ghazali, kemudian al-Razi
mengkritisi definisi ini. Menurut al-Razi, pendapat al-Ghazali
ini benar, tetapi hasilnya bermuara kepada menjadikan al-‘illah
sebagai al-mii aththir. Jika pengertian yang dimaksud oleh al-
Ghazali dalam definisi ini adalah; al-Sydri menjadikan al-‘illah
sebagai pengwajib hukum, maka definisi ini tertolak dengan dua
alasan. Pertama, diketahui bahwa hukum tidak lain adalah sapaan
Ilahi?® (khitab Allah) yang qadim dan terkait dengan perbuatan
mukallaf, berarti yang dimaksud dengan hukum adalah kaldm
Alldh yang gqadim. Lalu bagaimana bisa, keberadaan suatu
sifat (al-“illah) yang baharu menjadi pengwajib bagi wujudnya
sesuatu yang qgadim.

Kedua, bahwa Allah menetapkan sesuatu menjadi al-‘illah
tentunya melalui perintah (amr), dan ia takkan pernah terwujud
tanpa perintah. Perintah itu adakalanya menghasilkan hukum
atau menghasilkan pengwajib (al-mii aththir/al-miijib) bagi hu-
kum, atau bahkan bisa saja ia tidak menghasilkan apa-apa. Jika
yang dihasilkan oleh perintah adalah hukum, maka yang men-
jadi pewajib bagi wujudnya hukum (al-mzit aththir/al-miijib)
adalah al-Syari‘, bukan sifat (al-‘illah). Padahal kenyataannya

26 Meminjam istilah Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA, dalam bukunya Hukum
Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
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al-Ghazali telah menetapkan sifat (al-‘illah) sebagai pengwajib
wujudnya hukum.?”

Dari uraian ini, tampaknya al-Razi menolak definisi al-
Ghazali karena menganggapnya tidak jauh berbeda dengan
definisi yang dikemukakan oleh kalangan Mu’tazilah. Bagaima-
na pun, definisi al-Ghazali tetap bermuara kepada menjadikan
al-‘illah sebagai pengwajib hukum.

2. Al-Bannani (w. 1250 H)

Berbeda dengan al-Razi, Al-Bannani?® justru menunjuk-
kan sisi yang membedakan pemikiran al-Ghazali dengan pema-
haman ulama dari kalangan Mu‘tazilah. Al-Bannani menjelas-
kan pemikiran al-Ghazali tentang al- ‘lllah ketika mengomen-
tari penjelasan T3j al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali al-Subki (w.
771 H) dalam kitab Jam ‘ al-Jawdmi‘.?° Thn al-Subki mengatakan
bahwa definisi al- lllah menurut al-Ghazali adalah al-ma ‘aththir
bi idhn Allah, yaitu sesuatu yang menjadi pengwajib hukum
dengan seizin Allah.

Al-Banniani menegaskan bahwa maksudnya bukanlah
pengwajib dengan qudrah yang diciptakan Allah padanya, ka-
rena hal seperti ini tak akan diucapkan oleh golongan akl al-
sunnah, padahal al-Ghazali adalah bagian dari akl al-sunnah.
Tetapi yang dimaksud adalah hubungan yang sifatnya sudah
menjadi kelaziman/kebiasaan (al- ‘4d7). Artinya, kebiasaan yang
diberlakukan oleh Allah, yaitu menjadikan terwujudnya suatu
hukum melalui wujudnya suatu sifat, sama seperti kelaziman
terjadinya efek terbakar setelah terjadi persentuhan dengan
api.

27 Al-Razi, al-Mahsil fi ‘llm Usal al-Figh, jil. 11, hal. 307-308

28 Al-Bannani adalah al-Syaykh Hasan al-Attar yang dikenal dengan al-
‘Allamah al-Bannani, meninggal tahun 1250 H.

29 Al-Bannant, Hdsyiyyah, jil. 11, hal. 233.
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Inilah sisi yang membedakan pendapat al-Ghazali dengan
pendapat Mu‘tazilah, namun pendapat ini tidak termasuk dalam
pendapat kalangan Syafi‘tyyah. Menurut al-Bannani, penda-
pat ini jelas bertentangan dengan dengan pendapat jumhiir
al-‘ulamad’, karena jumhiir tidak pernah menyatakan adanya
hubungan seperti ini. Bagi jumhiir, sifat yang menjadi al- ‘illah
adalah semata-mata tanda bagi hukum. Jadi dapat disimpulkan
bahwa dalam pandangan al-Bannani, pendapat al-Ghazali ada-
lah pendirian yang tersendiri.

3. Al-Bii

Menurut Muhammad Sa‘ldd Ramadan al-Buti al-Ghazali
tidak mendefinisikan al-‘llat al-syar‘yyah --seperti yang u-
mumnya disandarkan kepada al-Ghazali oleh para penulis dan
pen-syarh kitab usil al-figh-- bahwa ia 